, MENTERI KEUANGAN
4 REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
' NOMOR  205/PMK.04/2015
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANGKA PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap
barang impor dapat dikenakan bea masuk sesuai tarif
bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan
internasional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah diberlakukan tarif bea masuk
dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement
(ATIGA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA),
ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), Indonesia-
Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA),
ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Australia-
New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), dan
Indonesia-Pakistan  Preferential Trade  Agreement

(IPPTA);

N
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006, ‘perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk

Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006.

A
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Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban
pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk
melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan Undang-
Undang Kepabeanan.

Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
penetapan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau
kesepakatan internasional.

Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) adalah ketentuan
khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu
negara untuk menentukan negara asal barang.

Negara Anggota adalah negara yang menandatangani
perjanjian atau kesepakatan internasional dalam rangka
perdagangan barang.

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya
disingkat SKA adalah dokumen yang diterbitkan oleh
instansi penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor yang
menyatakan bahwa barang ekspor yang akan memasuki
daerah pabean Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal
Barang (Rules of Origin).

Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau
institusi yang ditunjuk pemerintah, yang diberi
kewenangan untuk menerbitkan SKA atas barang yang
akan diekspor.

Penerbitan Invoice Dari Negara/Pihak Ketiga (Third Country
Invoicing/ Third Party Invoicing) yang selanjutnya disebut
Third Country Invoicing/Third Party Invoicing adalah
penerbitan invoice oleh perusahaan lain yang berlokasi di
negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara
Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan

negara tempat diterbitkannya SKA.
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12.

13.

14.

15.

Back-To-Back Certificate of Origin atau Movement
Certificate adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara
Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang
diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan adalah
tanggal Bill of Lading untuk moda pengangkutan laut,
tanggal Air Way Bill untuk moda pengangkutan udara,
atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda
pengangkutan darat.

Retroactive Check adalah penelitian mengenai keabsahan
dan kebenaran isi dari SKA yaﬁg dilakukan oleh Instansi
Penerbit SKA.

Verification Visit adalah kegiatan verifikasi yang
dilakukan oleh instansi penerima SKA (Receiving
Authority), di negara penerbit SKA untuk memastikan
keabsahan dan kebenaran isi dari SKA dalam hal hasil
Retroactive Check diragukan.

Harmonized Commodity Description and Coding System
yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah
standar internasional atas sistem penamaan dan
penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian
produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh

World Customs Organization (WCO,).

Pasal 2

Atas barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang
besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favored Nation/ MFN).
Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tarif Preferensi berlaku terhadap impor untuk

dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean

impor berupa Pemberitahuan Impor Barang; atau

£
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b. Tarif Preferensi dapat berlaku terhadap impor untuk
dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean
impor berupa Pemberitahuan Impor Barang dari
Tempat Penimbunan Berikat yang menerapkan
Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT
Inventory) sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

Pengenaan Tarif Preferensi untuk importasi barang yang

berasal dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan

bebas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas.

BAB 1I
KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)

Pasal 3

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana

“dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus

memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin).

Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kriteria asal barang;

b. kriteria pengiriman langsung; dan

c. ketentuan prosedural.

Dalam hal barang impor tidak memenuhi Ketentuan Asal

Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), atas barang impor dikenakan tarif bea masuk

yang berlaku umum (Most Favored Nation/ MFN).

Penjelasan lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang

(Rules of Origin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) dalam rangka:

a. ATIGA adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [;

b. ACFTA adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II;
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c. AKFTA adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III;

d. [JEPA adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV;

e. AIFTA adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V;

f.  AANZFTA adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI,

g. IPPTA adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Pertama

Kriteria Asal Barang

Pasal 4

Kriteria asal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) huruf a meliputi:

a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
satu Negara Anggota (Wholly Obtained atau Wholly
Produced);

b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan
hanya menggunakan bahan originating dari satu atau
lebih Negara Anggota;

c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan
non originating dengan hasil akhir memiliki:

1. kandungan regional atau bilateral yang mencapai
sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam
persentase; atau

2.  kandungan Bahan non originating yang tidak
melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam
persentase,

d. barang yang proses produksinya menggunakan bahan
non originating dan seluruh bahan non originating
tersebut harus mengalami perubahén klasifikasi

(Change in Tariff Classification/CTC) yang meliputi:

A%
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1. Change in Chapter (CC), yaitu perubahan pada
bab (2 (dua) digit pertama pada HS);

2.  Change in Tariff Heading (CTH), yaitu perubahan
pada pos (4 (empat) digit pertama pada HS); atau

3. Change in Tariff Sub Heading (CTSH), yaitu
perubahan pada subpos (6 (enam) digit pertama
pada HS); dan/atau

e. barang yang proses produksinya menggunakan bahan

non originating dan bahan non originating tersebut

mengalami perubahan melalui proses tertentu (specific

process) sesuai masing-masing perjanjian atau

kesepakatan internasional.

(2) Bahan atau barang originating merupakan bahan atau
barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of
Origin) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan
internasional yang disepakati.

(3) Bahan atau barang non originating merupakan bahan atau
barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules
of Origin) sesuai masing-masing perjanjian atau

kesepakatan internasional yang disepakati.

Bagian Kedua

Kriteria Pengiriman Langsung

Pasal 5
Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang
menerbitkan SKA ke dalam daerah pabean; atau
b. barang impor dikirim dari Negara Anggota yang
menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau
transhipment) dengan ketentuan:
1. barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan
di negara transit selama melakukan transit/
transhipment, kecuali proses bongkar muat,
penyimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk

menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;
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barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau
kegiatan komersial di negara transit; dan
transit/transhipment dilakukan semata-mata karena

pertimbangan geografis, ekonomis, dan keperluan

logistik.

Bagian Ketiga

Ketentuan Prosedural

Pasal 6

Ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf ¢ yang berkaitan dengan penerbitan

SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan bentuk,
jumlah lembar dan format tertentu termasuk halaman

depan dan halaman sebalik SKA (overleaf notes);

memuat nomor referensi, tanda tangan pejabat yang -

berwenang, dan stempel resmi dari Instansi Penerbit
SKA negara pengekspor;

ditandatangani oleh eksportir;

diterbitkan dengan batasan waktu tertentu;
dicantumkan kriteria asal barang untuk tiap-tiap jenis
barang dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1
(satu) jenis barang;

kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan
pengisian pada halaman sebaliknya SKA (overleaf
notes);

SKA yang tidak diterbitkan pada saat atau segera
setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan
dicantumkan tanda/tulisan/cap “ISSUED
RETROACTIVELY” atau “ISSUED RETROSPECTIVELY”;

dan

SKA berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak

tanggal penerbitan.

£
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(2) Dalam hal SKA yang diterbitkan hilang atau rusak
sebelum diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai
untuk penyelesaian impor, Instansi Penerbit SKA dapat
menerbitkan SKA pengganti dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1);

b. diberi tanda/tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY"
dalam kotak yang telah disediakan pada lembar
SKA;

c. tanggal penerbitan SKA pengganti harus sesuai
dengan tanggal penerbitan SKA yang hilang atau
rusak; dan

d. diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA yang
hilang atau rusak.

(3) Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA, koreksi
atas pengisian dilakukan sebelum pengajuan
pemberitahuan pabean impor, dengan cara:

a. menerbitkan SKA baru; atau

b. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. mencoret (striking out) data yang salah;
2.  menambahkan data yang benar; dan
3. memberikan tanda/stempel koreksi dan

menandasahkan dengan membubuhkan tanda

tangan /paraf pejabat.

Pasal 7
Instansi Penerbit SKA di negara transit yang merupakan
Negara Anggota dapat menerbitkan SKA Back-To-Back atau

Movement Certificate dengan ketentuan:
a. SKA Back-To-back atau Movement Certificate dibuat
berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota

pengekspor pertama;
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masa berakhir SKA Back 7To Back atau Movement

Certificate sebagaimana dimaksud pada huruf a sama

dengan masa berakhir SKA yang diterbitkan oleh Negara

Anggota pengekspor pertama;

barang yang akan diekspor dengan menggunakan SKA

Back To Back atau Movement Certificate, tidak melewati

proses pengolahan lebih lanjut di negara pengekspor

kedua, kecuali:

1. untuk pengemasan kembali atau kegiatan-kegiatan
logistik seperti pembongkaran, pemuatan kembali,
penyimpanan; dan/atau

2. kegiatan operasional lainnya yang diperlukan untuk
menjaga kualitas produk ataupun untuk keperluan
pengangkutan ke negara pengimpor;

total jumlah barang yang tercantum pada SKA Back-to-

Back atau Movement Certificate tidak boleh melebihi

jumlah barang yang tercantum pada SKA pertama; dan

nama eksportir yang tercantum pada SKA Back-to-Back
atau Movement Certificate harus sama dengan nama

importir yang tercantum pada SKA pertama.

Pasal 8
Terhadap SKA yang diterbitkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 menggunakan Third Party Invoice/Third
Country Invoice, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penggunaan Third Party Invoice/Third Country
Invoice harus dicantumkan dalam SKA;
b. nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus
dicantumkan dalam SKA; dan
c. nomor invoice pihak ketiga dicantumkan dalam SKA.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tidak berlaku dalam hal perjanjiétn atau kesepakatan
internasional tidak mewajibkan pencantuman nomor
invoice pihak ketiga dalam SKA.
Dalam hal invoice dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ belum diterbitkan, pada SKA dapat

dicantumkan nomor invoice negara asal barang.

£5
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Pasal 9

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pada saat penyerahan

Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor

Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat,

importir harus melampirkan:
lembar asli dari SKA atas barang yang diimpornya;
lembar asli SKA Back to back atau Movement
Certificate;

c. lembar asli Issued  Retroactively atau Issued
Retrospectively SKA, dalam hal SKA diterbitkan lebih
dari jangka waktu tertentu setelah Tanggal
Eksportasi atau Tanggal Pengapalan;

d. lembar asli Certified True Copy SKA, dalam hal SKA
asli rusak atau hilang; atau

e. lembar asli SKA sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf ¢, atau huruf d yang telah dikoreksi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).

SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus masih

berlaku pada saat Pemberitahuan Impor Barang atau

Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan

Berikat mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean.

Importir harus mencantumkan nomor referensi dan

tanggal SKA, serta kode Tarif Preferensi pada

Pemberitahuan Impor Barang, atau Pemberitahuan Impor

Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat

dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat

Penimbunan Berikat.

Importir yang pada saat penyerahan Pemberitahuan

Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk

Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat:

a. tidak memiliki SKA; atau

b. memiliki SKA namun tidak menyampaikannya,

dianggap tidak menggunakan Tarif Preferensi dalam

importasinya.
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(5) Dalam hal informasi pada SKA Back to back atau
Movement Certificate diragukan atau tidak - lengkap,
untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi, Importir
wajib menyerahkan lembar copy SKA dari negara

pengekspor pertama jika Pejabat Bea dan Cukai

memintanya.

Pasal 10

(1) Untuk  memenuhi ketentuan mengenai  kriteria
pengiriman langsung melalui negara lain (transit atau
transhipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, importir harus menyerahkan dokumen-dokumen
yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah
memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat
Bea dan Cukai.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilengkapi dengan dokumen dari instansi kepabeanan
negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut
tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan
muat, penyimpanan, atau proses lainnya yang ditujukan

untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang.

Bagian Keempat

Penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai

Pasal 11

(1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan
penelitian terhadap Surat Keterangan Asal untuk
memperoleh Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 atas barang yang diimpor.

(2) Dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Bea dan Cukai
melakukan penelitian SKA dan Pemberitahuan Pabean
Impor meliputi Pemberitahuan Impor Barang atau
Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat
Penimbunan Berikat dan Pemberitahuan Impor Barang

dari Tempat Penimbunan Berikat.

yz
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Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pemenuhan kriteria asal barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4,

b. pemenuhan kriteria ‘pengiriman langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10;

c. pemenuhan ketentuan prosedural sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan
Pasal 9;

d. pencantuman kode Tarif Preferensi, nomor referensi
dan tanggal SKA pada pemberitahuan pabean impor
sebagaimana dimaksud ayat (2);

e. Jjenis dan jumlah barang yang mendapatkan Tarif
Preferensi;

f. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan
berdasarkan Tarif Preferensi; dan

g. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean
impor dan dokumen pelengkap pabean lainnya
dengan data pada SKA.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan:

a. jumlah barang yang tercantum dalam
pemberitahuan pabean impor lebih besar dari
jumlah barang yang tercantum dalam SKA, atas
kelebihan tersebut dikenakan tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favored Nation/ MFN);

b. jenis barang yang tercantum dalam pemberitahuan
pabean impor berbeda dengan jenis barang yang
tercantum dalam SKA, atas jenis barang yang
berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favored Nation/ MFN); atau

c. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA
berbeda dengan penetapan klasifikasi oleh Pejabat
Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sébagai berikut:

1. dasar pengenaan tarif preferensi dan penelitian
kriteria asal barang adalah penetapan Pejabat

Bea dan Cukai tersebut; dan
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2.  Tarif Preferensi tetap dapat diberikan sepanjang
klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat
Bea dan Cukai terdapat pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk
dalam rangka perjanjian atau kesepakatan
internasional.
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan berdasarkan usulan atau informasi dari institusi

pembina sektor terkait.

Pasal 12

SKA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya dalam hal:

a. tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani
SKA dan/atau stempel tidak sama atau tidak tercantum
dalam contoh spesimen tanda tangan dan/atau stempel;

b. format, bentuk, dan pengisian SKA tidak sesuai dengan
ketentuan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6; dan/atau

pemenuhan Ketentuan Asal Barang lainnya diragukan.

Pasal 13
Dalam hal hasil penelitian SKA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 diragukan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Kepala Kantor Pabean meminta Retroactive Check kepada
Instansi Penerbit SKA; dan
b. Pejabat Bea dan Cukai mengenakan tarif bea masuk yang

berlaku umum (Most Favored Nation/ MFN).

Pasal 14
(1) Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dilampiri dengan copy SKA yang akan
dimintakan Retroactive Check dengan menyebutkan
alasan permintaan Retroactive Check, disertai dengan
permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi

SKA, dan/atau permintaan bukti-bukti terkait.
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Kepala Kantor Pabean dapat meminta Retroactive Check
secara acak (random), sesuai masing-masing perjanjian

atau kesepakatan internasional yang disepakati.

Pasal 15

Dalam hal dilakukan penelitian ulang atau audit

kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah atau unit di

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan

penelitian ulang atau audit kepabeanan, dapat

mengajukan permintaan Retroactive Check kepada

Instansi Penerbit SKA apabila terdapat keraguan tentang

keabsahan dan kebenaran isi SKA.

Pengenaan Tarif Preferensi atau tarif bea masuk yang

berlaku umum (Most Favored Nation/MFN) ditetapkan

setelah diterimanya jawaban atas permintaan Retroactive

Check sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal jawaban atas permintaan Retroactive Check

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. tidak diterima sampai dengan batas waktu yang
telah ditetapkan sesuai masing-masing perjanjian
atau kesepakatan internasional yang disepakati;
atau

b. tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan
Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin),

dilakukan penagihan atas selisih kekurangan

pembayaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

(PDRI) berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum

(Most Favored Nation/ MFN).

Pasal 16
Dalam hal jawaban atas permintaan Retroactive Check
diragukan kebenarannya atau tidak mencukupi untuk
membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (Rules
of Origin), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk
dapat melakukan Verification Visit sesuai masing-masing

perjanjian atau kesepakatan internasional yang

disepakati.
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(2) Dalam hal diperlukan Verification Visit, Direktur Jenderal
atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permintaan
secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA, atau badan
yang berwenang, dan pihak lain yang terkait dengan
mencantumkan informasi yang dimintakan.

(3) Dalam hal hasil Verification Visit menunjukkan bahwa
barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal
Barang (Rules of Origin) atau tidak mencukupi untuk
membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (Rules
of Origin), Pejabat Bea dan Cukai melakukan tindak
lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan Verification Visit dapat melibatkan institusi
terkait.

(5) Pihak yang terlibat dalam Verification Visit harus menjaga
kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam proses

verifikasi.

Pasal 17
Dalam hal SKA terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan
terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan
pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang

memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin).

Pasal 18
(1) SKA tetap dianggap sah dalam hal terdapat perbedaan
yang bersifat minor (minor discrepancies).
(2) Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tersebut dapat meliputi:

a. kesalahan pengetikan atau ejaan pada SKA
sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui
dokumen pelengkap pabean (invoice, BL/AWB,
Packing List dan dokumen pelengkap pabean
lainnya);

b. perbedaan ukuran dan tipe huruf pada SKA;

c. perbedaan penggunaan centang atau silang pada

kotak dalam SKA, serta perbedaan ukuran centang

atau silang tersebut;
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d. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA
dengan specimen,

e. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang
digunakan;

f. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan

- dalam pengisian SKA; dan/atau

g. perbedaan kecil uraian barang antara SKA dengan

dokumen pelengkap pabean lainnya sepanjang

barangnya adalah sama.

Pasal 19

(1) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan
nilai Free on Board (FOB) tidak melebihi US$200.00 (dua
ratus dolar Amerika) dapat dikenakan Tarif Preferensi
tanpa harus melampirkan SKA.

(2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat diberikan sepanjang importasi tersebut
bukan merupakan bagian dari satu atau lebih importasi
lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban
penyerahan SKA.

(3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya diberikan terhadap barang impor yang

menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

(1) tata laksana penelitian untuk pengenaan Tarif Preferensi
atas impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan
Impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat; dan

(2) tata laksana Verification Visit Dalam Rangka Perjanjian
Atau Kesepakatan Internasional,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
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Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1729

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205/PMK.04/2015
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN
INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

A. KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria Asal Barang dalam rangka ATIGA meliputi:
1.  Wholly Obtained atau Wholly Produced

Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Wholly Produced adalah sebagai berikut:

a. Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga,
sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain
yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu
Negara Anggota pengekspor;

b. Binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan,
krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan
dibesarkan di satu Negara Anggota pengekspor;

c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara
Anggota pengekspor;

d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan
peternakan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan yang
dilakukan di satu Negara Anggota pengekspor;

e. Mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d,
diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di
bawahnya;

f. Hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang
terdaftar di satu Negara Anggota dan berbendera negara
tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut
atau di bawahnya di luar wilayah perairan teritorial (misal Zona
Ekonomi Eksklusif Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota
memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan d

bawahnya tersebut sesuai dengan hukum internasional,
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g. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari
laut lepas oleh kapal yang terdaftar di satu Negara Anggota
dan berbendera Negara Anggota tersebut;

h. Produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factory ship) yang terdaftar di satu negara anggota
dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

1. Barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai
fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi
semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk
dibuang atau digunakan sebagai bahan' baku, atau untuk
tujuan daur ulang;

] Sisa dan scrap yang berasal dari:

1) proses produksi di satu Negara Anggota pengekspor; atau

2) barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota
pengekspor, asalkan barang tersebut hanya cocok untuk
diambil bahan mentah; dan

k. Barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota
pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai huruf j.

Not Wholly Produced atau Not Wholly Obtained

2.1. Regional Value Content (RVC)

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal
barang dalam rangka ATIGA adalah kandungan nilai regional
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB barang yang
dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

a. Metode Langsung (Direct Method)

Biaya Biaya .
Bahan Tenaga Biaya Biaga
Bkt Kea gﬁggsi‘é j Lainnya +  Keuntungan
e - ASEAN Langsung I~
Nilai FOB
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Metode Tidak Langsung (Indirect Method)

Nilai Bahan, Bagian atau

Barang Non Originating
- x 100%

Nilai FOB

RVC =
Nilai FOB

Keterangan:

1)

2)

3)

4)

Biaya Bahan Baku ASEAN adalah nilai Cost, Insurance,
and Freight (CIF) dari bahan, bagian, atau barang
originating, atau yang diproduksi sendiri oleh produsen
dalam proses produksi barang;

Nilai bahan, bagian, atau barang non-originating, adalah:

(a) Nilai CIF dari nilai bahan, bagian, atau barang non-
originating pada saat importasi, atau,

(b) Harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest
ascertained price paid) untuk semua bahan yang
tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah
Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses
berlangsung;

Biaya Tenaga Kerja Langsung meliputi upah, remunerasi,

dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya yang

terkait dengan proses produksi;

Perhitungan Biaya Overhead Langsung harus meliputi

namun tidak terbatas pada aset tidak bergerak (real

property item) yang terkait dengan proses produksi

(asuransi, sewa dan leasing pabrik, penyusutan nilai

bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak-pajak,

bunga hipotik); pembayaran bunga dan sewa untuk
pabrik dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi

(pabrik, perlengkapan dan bahan-bahan yang digunakan

dalam produksi barang); utilitas (energi, listrik, air dan

utilitas lainnya yang secara langsung ditujukan untuk
proses produksi barang); penelitian, pengembangan, -
rancangan dan rekayasa; cetakan (moulds dan dies),
perkakas dan penyusutannya, pemeliharaan dan
perbaikan pabrik dan perlengkapan, royalti atau lisensi

(terkait dengan paten mesin atau proses yang digunakan
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dalam pembuatan barang atau hak untuk memproduksi
barang), pemeriksaan dan pengujian bahan dan barang,
penyimpanan dan penanganan di pabrik, pembuangan
limbah yang dapat didaur ulang dan unsur-unsur biaya
dalam menghitung nilai bahan baku, yaitu biaya bongkar
muat dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor
lainnya; dan
5) Nilai FOB adalah nilai free-oﬁ—board barang, yang
dihitung dengan menjumlahkan harga bahan baku, biaya
produksi, keuntungan dan biaya lainnya.
2.2. Change in Tariff Classification (CTC)
Perubahan klasifikasi barang yang digunakan sebagai kriteria
asal barang adalah perubahan pada tingkat 4 (empat) digit
dan disebut Change in Tariff Heading (CTH).
3.  Product Specific Rules (PSR)
Product Specific Rules yang digunakan sebagai kriteria asal barang

adalah produk yang kriterianya tercantum dalam daftar PSR ATIGA.

B. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1.  Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment
di satu atau lebih negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung
dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

a. Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya
yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan
keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor,
termasuk kegiatan transit atau transhipment, sampai ke
daerah pabean;

b. SKA Form D yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di
negara anggota pengekspor; dan

c. Invoice dari barang yang bersangkutan;

d. Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan
ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.

2. Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau
transhipment di Negara Anggota harus dilengkapi SKA Form D yang
diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor dan
dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan

Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.

2.0
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C. KETENTUAN PROSEDURAL
1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan

Asal

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form D

meliputi:

a. Ukuran kertas ISO A4 warna putih.

b. Penandatanganan SKA Form D oleh pemohon/eksportir.

c. Penandatanganan SKA Form D dan stempel oleh instansi
penerbit.

d. Penerbitan SKA Form D sebelum tanggal ekportasi atau sampai
dengan paling lambat 3 hari setelah Tanggal Eksportasi atau
Tanggal Pengapalan.

e. Pemberian tanda ( V) atau ( X ) pada kolom 13 kotak “Issued
Retroactively” dalam hal SKA Form D diterbitkan lebih dari 3 hari
setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.

f. Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form D.

g. Penerbitan SKA Form D baru atau perbaikan atas kesalahan
pengisian.

2. Penelitian SKA Back to Back

Penelitian SKA Form D Back-to-Back yang diterbitkan oleh instansi

yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi:

a. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7
Peraturan Menteri ini;

b. Pencantuman Nilai FOB barang di negara pengekspor kedua
pada Kolom 9 SKA Form D “Back-to-Back” dalam hal kriteria asal
barang barang adalah RVC; dan

c. Pemberian tanda ( ¥ ) atau ( X ) pada kolom 13 SKA Form D
kotak “Back-to-Back CO’. |

d. Dalam hal informasi yang dimuat dalam SKA Form D Back-to-
Back tidak lengkap dan/atau diduga terjadi penghindaran

kewajiban (circumvention), lembar pertama asli SKA Form D

dapat diminta.
3. Penelitian Third Country Invoicing
Penelitian penggunaan Third Country Invoicing meliputi:
a. Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan

invoice pihak ketiga (Third Country Invoice) pada kolom 7 SKA
Form D.
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b. Pencantuman nomor invoice Eksportir pada Kolom 10 dan
pencantuman nama perusahaan dan negara yang akan
menerbitkan invoice pihak ketiga pada Kolom 7 SKA Form D
dalam hal invoice tersebut belum diterbitkan.

c. Pencantuman tanda ( V) atau ( X ) pada kotak ”Third Country
Invoicing” pada kolom 13 SKA Form D.

4.  Retroactive Check

Pelaksanaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Permintaan retroactive check harus melampirkan fotokopi SKA
Form D terkait dan mencantumkan alasan dan informasi
tambahan lain yang menyebabkan SKA Form D diragukan,
kecuali dalam hal permintaan retroactive check dilakukan secara
random;

b. Instansi penerbit yang menerima permintaan retroactive check
memberikan jawaban atas permintaan retroactive check dalam
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya
permintaan retroactive check;

c. Dalam hal jawaban retroactive check yang diterima tidak
mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal
Barang atau keabsahan SKA Form D atau jawaban diterima
melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka S
hruf b, SKA Form D ditolak sehingga Tarif Preferensi tidak
diberikan dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif
Bea Masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang Undang
Kepabeanan.

5.  Verification Visit
Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Negara Anggota pengimpor harus:
1) Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
a) Eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
b) Instansi penerbit SKA Form D di Negara Anggota
pengekspor;
c) Instansi pabean Negara Anggota pengekspor;
d) Importir barang terkait SKA Form D yang akan

diverifikasi.

Sk
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2) Pemberitahuan tertulis pada huruf a angka 1)
mencantumkan informasi antara lain:
a) Nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
b) Rencana tanggal verification visit;
c) Rencana ruang lingkup verification visit, termasuk
referensi atas barang yang diverifikasi; dan
d) Nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan
verification visit.
3) Memperoleh persetujuan tertulis dari eksportir/produsen
b. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, SKA Form D
dinyatakan ditolak.
c.  Verification Visit harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam
puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis.
d. Dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi Ketentuan
Asal Barang, SKA Form D dinyatakan diterima.
e. Penetapan diterima atau ditolaknya SKA Form D dilakukan
dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari

sejak izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3)

diterima.

D. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1.

Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan tarif preferensi, pada Pemberitahuan Impor

Barang (PIB) diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan

tanggal SKA Form D sebagai berikut:

a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema ATIGA, kode 06,
nomor referensi, dan tanggal SKA Form D, dicantumkan pada
Kolom 19 dan/atau Kolom 32 PIB;

b. Dalam hal PIB menggunakan skema ATIGA dan fasilitas
kepabeanan, kode 06 dicantumkan pada Kolom 32 PIB,
sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form D

dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan

Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
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Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di
Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) dan/atau Pemberitahuan Impor
Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) diatur tersendiri
dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur ketentuan
mengenai Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.

Hal-Hal Lain terkait Ketentuan Asal Barang

a. Akumulasi

1) Barang originating dari Negara Anggota yang digunakan
sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara
Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk
memperoleh tarif preferensi, harus dianggap sebagai barang
originating negara tempat di mana proses produksi barang
jadi dilakukan.

2) Dalam hal nilai RVC bahan baku kurang dari 40% (empat
puluh persen), nilai yang dapat diakumulasikan dalam
perhitungan RVC ASEAN adalah nilai kandungan domestik
negara pengekspor bahan baku yang besarnya tidak kurang
dari 20% (dua puluh persen).

b. Proses dan pengerjaan minimal (Minimal Operation)

1) Proses atau pengerjaan berikut ini diaﬁggap sebagai
minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam
menentukan apakah suatu barang originating Negara
Anggota. Minimal Proses tersebut adalah proses yang
bertujuan untuk:

a) Memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk
keperluan penyimpanan atau pengangkutan;

b) Memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan

c) Keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk
dijual.

2)  Suatu barang originating dari Negara Anggota yang diekspor
ke Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai originating
Negara Anggota pertama apabila pengerjaan yang dilakukan

tidak melebihi pengerjaan sebagaimana dimaksud pada

angka 1).

&
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el De Minimis

1) Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang CTC, bahan baku non originating yang nilainya
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang
jadinya, tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi.

2) Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang RVC, nilai bahan baku non originating sebagaimana
dimaksud pada angka 1) harus tetap diperhitungkan.

d. Perlakuan terhadap pengemas

1) Pengemas untuk penjualan eceran:

a) Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang
RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus
ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC
apabila pengemas tersebut dianggap membentuk
keseluruhan barang.

b) Dalam hal ketentuan huruf a) tidak dapat diterapkan,
pengemas untuk penjualan eceran, apabila
diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya,
tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang
sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah
CTC.

2) Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk
tujuan pengangkutan tidak -diperhitungkan untuk
penentuan keasalan barang.

e. Aksesoris, Spare Part dan Peralatan

1) Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang
CTC atau proses khusus, keasalan dari spare part,
aksesoris, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi
lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak
diperhitungkan dalam menentukan originating suatu
barang apabila:

a) Aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual
atau informasi lainnya tersebut tidak dalam invoice
yang terpisah dengan barangnya, dan

b) Jumlah dan nilai aksesoris, spare part, peralatan dan

instruksional atau manual informasi lainnya tersebut

wajar.
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2)  Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang
RVC, nilai dari aksesoris, spare part, peralatan, dan
instruksi atau petunjuk/manual atau informasi lainnya
harus diperhitungkan sesuai dengan Kriteria Asal Barang

masing-masing .

E. BENTUK DAN FORMAT FORM D

Referernce No.

1. Goods consigned from (Exporter's business name, ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/
ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)

address, country)

2. Goods consigned to (Consignee’s name, address, FORM D
country) tssued in S
(Countng

See Overieaf Notes

3. Means of transport and route (as far as known) 4. For Officlal Use

[] Preferential Treatment Given Under ASEAN

Departure date
Trade Iin Goods Agreement

Vessel's name/Alircraft etc. D Preferentlal Treatment Glven Under ASEAN
Industrial Coaoperation Scheme

l Preferential Treatmoent Not Givan (Please
Port of Discharge state reason/s)

Signature of Authorised Signatory of the Importing

Country
5. Item 6. Marks and 7. Number and type of 8. Origin criterion 9. Gross weight 10. Number and
number numbers on packages, description: of (seea Overlaaf or ather date of
packages goods (Including quantity Notes) quantity and Invoices
where appropriate and HS value (FOB)
number of the Importing wheare RVC is

countrv) applied

12. Certification

It is hereby certified, on the basls of control
carriad oul, that the declaration by the
exportar is correct.

1. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above
details and statement are correct; that all the goods
were produced in

(Country)
and that they comply with the origin requirements

spacified for these goods in the ASEAN Trade in
Goods Agreement for the goods exported to

(importing Country)

Place and date. slgnature and stamp of
certifying authority

Place and date, signature of
authorised signatory

13
w1 Third Country Invoicing o Exhibiton
O Accumulation = De Mintmis

1 Back-to-Back CO cr lssued Retroactively

o Partlal Cumulation

£¥
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OVERLEAF NOTES

"Member Stales which accept this form for lhe purpose of preferential treatment under the ASEAN Common Effective

5
Preferential Tarifl (CEPT) Schemo ur the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme:

BRUNE| DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA
LLAOS MALAYSIA MYANMAR
PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND
VIETNAM
2. CONDITIONS: The maln condllions for admisslon to the preferential treatment under the CEPT Scheme or the AICO
Scheme are that goods sent to any Member Stales listed above rusl:
(i) fall within a description of products ellgible for concessions in the country of destination;
(li) comiply with the consigimment conditions in accordance with Article 7 of Rules of Origin for the Agreement on the
Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA ROO); and
(iii) camply with the origin criteria set out In CEPT-AFTA ROO.
3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the orlgin criterla, the exporier and/or producer must Indicate in Box 8 of this Form,
the origin criteria met, In the manner shown In the following table:
Clrcur-n.sTa-r:x-:r;;s .ul-;-n‘.o.(luc.\ion_:; .m.al-m.faclura. i-r;-l.r;s-ﬁ_rsl country 1 -lnser! in Box 8 ) - )
named in Box 11 of this form
(8) Goods wholly produced In tha country of exportation (see “wo"

paragraph 3 (l) above)

(b) (Goods satisfying Articla 4(1)(a), 4(1)(b) or §(1) of CEPT-AFTA
ROO

= Reglonal Value Conlent

Fercentage of ASEAN value content,
example "40%"

The actual CTC rule, example “CC" or
“CTH" or "CTSH"

~spr

- Change in Tariff Classification

E Spacilic Processes

(©) Goods satistying Article 5(2) of CEPT-AFTA ROO “PC x%", where x would be the
percentage of ASEAN value content of

less than 40%, example “PC 25%"

EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted thal all the gouds in a consignment must qualify separately in thelr own

4,
righl. This Is of partlcular relevance when similar articles of difierent sizes or spare parts are sent.

5. DESCRIPTION OF PIRODUCTS: The description of products must be sufficiently datalled to enable the products to be
(denglﬂed by the Custorns Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.

£3. HARMONISED SYSTEM NUMBER: The Harmonised System number shall be thal of in ASEAN Hamnonisad Tarlff
Nomanclature (AHTN) Code of the importing Member Stale.

0 EXPORTER: The term "Exporter”’ in Box 11 may Include the manufacturer or the producer.

8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the Importing Member State rnusl indicate (V) in the relevant boxes in column
4 whether or not preferential treatment Is accorded.

9. MULTIPLE ITEMS: For multiple items declared in the same Form D. If preferential treatment is not granted o any of the
items, lhis is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately In box 6.

10. THIRD COUNTRY INVOICING: In casaes where invoices are issued by a third country, “the Third Country Invoicing” box
should be ticked (V) and such information as name and country of the company Issuing the invoice shall be Indicated In box 7.

11. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Article 10(2) of. the
Operational Certlification Procedures, the “Back-lo-Back CO" box should be tickad (V).

12. EXHIBITIONS: In casas where goods are sent from the taerritory of the exporting Member State for oxhibltion In another

country and sold during or after the exhibition for Importation into the territory of a Member State, In accordance with Article
19 of the Operational Certlfication Procadures, the "Exhibitions” box should be licked (¥) and the name and address of the

exhibition indicated in box 2.

13. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to Involuntary errors or omisslone or other valid causes, the Certificate
of Origin (Form D) may be lssued ratroactively, In accordance with Article 10(3) of the Operational Certification Procedures,
the "Issued Ratroactively” box ehould be ticked (V).

14 ACCUMULATION: In cases where originating In a Member State is used in another Member State as malterials for a finished

good, in accordance with Article 6(1) of the CEPT-AFTA ROO, tha "Accumulation” box should be ticked (V).

PARTIAL CUMULATION (PC): If the Reglonal Value Corntent of malerial is less than 40%, the Cerlificate of Origin (Form D)

may be issued lor cumulation purposes, In accordance with Article §(2) of the CEPT-AFTA ROO. the “Partial Cumulation” box

should be licked (V).

16. DE MINIMIS: If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed 10% of the FOB
value, in accordance with Articie 8 of the CEPT-AFTA RQOO, the “De MInimis" box should be ticked (V).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro-Uniwmn

u.b. \
Kepala Bagian T-U: Kementerian

GIARTO :
NIP 195904201984021001
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/PMK.04/2015

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN

INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)

A. KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria Asal Barang dalam rangka ACFTA meliputi:
1.  Wholly Obtained or Produced

Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Wholly Produced adalah sebagai berikut:

a. Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga,
sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman hidup lain
yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di Negara Anggota;

b. Binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea,
moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di Negara
Anggota;

c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana
dimaksud pada huruf b di Negara Anggota;

d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budidaya perairan,
pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di Negara
Anggota,;

e. Mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk pada huruf a
sampai d, diekstraksi, atau diambil dari tanah, perairan, dasar
laut atau bawah laut;

f. Produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya
di luar wilayah perairan Negara Anggota, sepanjang Negara
Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar
laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum
internasional;

g. Hasil penangkapan ikan dan produk laut lainnya dari laut lepas
oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau berbendera

Negara Anggota tersebut;

#.4
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h. Produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil
laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota atau
berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana
dimaksud pada huruf g;

1. Barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai
fungsinya semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok
untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk
tujuan daur ulang, termasuk limbah dan scrap yang berasal dari
proses produksi, pengolahan dan konsumsi di Negara Anggota,
atau barang bekas yang dikumpulkan di Negara Anggota yang
hanya cocok untuk dijadikan bahan baku; dan

] Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota
semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai i.

2.  Not Wholly Produced or Not Wholly Obtained

a. Regional Value Content
Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal
barang dalam rangka ACFTA adalah:

1) kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh
persen) dari nilai FOB barang yang dihasilkan, atau
2) total nilai bahan non originating tidak lebih dari 60% (enam

puluh persen) nilai FOB, yang dihitung sebagai berikut:

Nilai Bahan Non- Nilai Bahan yang tidak dapat

ACFTA * ditentukan keasala_rlr_l__y_iil__ % 100% < 60%

Nilai FOB

Sehingga,
RVC =100% - Bahan non-ACFTA 2 40%

Nilai bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya adalah:

(a) Nilai CIF pada saat importasi bahan tersebut; atau

(b) Harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest ascertained
price paid) untuk bahan yang tidak dapat ditentukan
keasalannya di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan

atau proses berlangsung.
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b. Kumulasi
Kecuali ditentukan lain, suatu barang originating dari suatu
Negara Anggota yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain
sebagai bahan baku produk jadi yang memenuhi persyaratan
untuk diberikan Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai barang
originating dari negara di mana dilakukan proses pengerjaan atau
pengolahan produk jadi tersebut dengan nilai RVC tidak kurang
dari 40% (empat puluh persen).

c.  Product Specific Rules (PSR)
Produk yang mengalami perubahan memadai harus
diperlakukan sebagai barang originating. Produk yang memenuhi
Product Specific Rules sebagaimana yang tercantum dalam
daftar PSR ACFTA harus dianggap sebagai barang yang

memenuhi perubahan memadai.

KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di
negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan
dengan dokumen sebagai berikut:

1. Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang
diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan
rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit
atau transhipment, sampai ke daerah pabean;

2. SKA Form E yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara
pengekspor; dan
Invoice dari barang yang bersangkutan;

Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan
ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.
S. Dokumen pendukung dalam hal transhipment melalui Hong Kong atau
Macau, direct consigment dapat dibuktikan dengan dokumen antara lain:
() Non-manipulation certificate yang diterbitkan oleh China
Inspection Company Limited (CIC) ;

(i) Non-manipulation certificate yang diterbitkan oleh Hong
Kong/Macau Customs Authority;

(iii) Nomor segel kontainer sesuai dengan nomor segel kontainer
dalam Bill of Lading;

(iv) Dokumen pendukung lainnya;

#£
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C. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan

Asal

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form E

meliputi:

a. Ukuran kertas ISO A4 rangkap 3 (tiga). ISO A4 terdiri dari satu
lembar original dan dua (2) lembar karbon kopi dengan warna
sebagai berikut:

1) Original — Beige (Kode warna Pantone: 727c)
2) Lembar Kedua — Hijau Muda (Kode warna Pantone: 622c)
3) Lembar Ketiga - Hijau Muda (Kode warna Pantone: 622c)

b. Penandatanganan SKA Form E oleh pemohon/eksportir.

c. Penandatanganan SKA Form E dan stempel oleh instansi penerbit.

d. Penerbitan SKA sebelum tanggal ekportasi atau sampai dengan
paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal
Pengapalan.

e. Pemberian tanda ( V) atau ( X ) pada kolom 13 kotak “Issued
Retroactively” dalam hal SKA Form E diterbitkan lebih dari 3
(tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.

f. Perbaikan atas kesalahan pengisian.

g. Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form E sesuai
ketentuan Overleaf Notes.

h. Dalam hal terdapat beberapa jenis barang pada 1 (satu) SKA
Form E, dapat digunakan lembar lanjutan Form E sesuai format
pada Lampiran ini.

2. Penelitian Movement Certificate

Penelitian Movement Certificate yang diterbitkan oleh instansi yang

berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi:

a. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7
Peraturan Menteri ini;

b. Pencantuman Nilai FOB barang dari negara pengekspor kedua
pada Kolom 9 Movement Certificate; dan

c. Pemberian tanda ( V) atau ( X ) pada kolom 13 SKA Form E
kotak Movement Certificate.

d. Pencantuman nama Negara Anggota pengekspor pertama,

tanggal penerbitan dan nomor referensi SKA Form E yang

diterbitkan Negara Anggota pengekspor pertama pada kolom 13.
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e. Untuk negara China, Movement Certificate diterbitkan oleh
instansi pabean sedangkan untuk negara ASEAN, Movement
Certificate diterbitkan oleh instansi penerbit SKA.

Penelitian Third Party Invoicing

Penelitian penggunaan Third Party Invoicing meliputi:

a. Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan
invoice pihak ketiga (Third Party Invoice) pada kolom 7 SKA.

b. Pencantuman nomor invoice diterakan pada kolom 10 SKA.

c. Pencantuman tanda ( V) atau ( X ) pada kotak ” Third Party
Invoice” pada kolom 13 SKA.

Retroactive Check dan Verification Visit

Retroactive Check dan Verification Visit dilakukan dengan ketentuan:

a. Retroactive Check
1) Permintaan Retroactive Check kepada Instansi penerbit SKA

harus melampirkan fotokopi SKA Form E terkait dan
mencantumkan alasan dan informasi tambahan lain yang
menyebabkan SKA Form E diragukan, kecuali dalam hal
permintaan Retroactive Check dilakukan secara random.

2) Jawaban atas permintaan Retroactive Check harus diterima
oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu tidak lebih
dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permintaan
Retroactive Check dengan mempertimbangan prosedur
penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal sesuai
Undang Undang Kepabeanan.

b.  Verification Visit
1) Sebelum Verification Visit dilakukan, Negara Anggota

pengimpor harus memberitahukan kepada instansi
berwenang di Negara Anggota pengekspor untuk
menyepakati bersama atas rencana pelaksanaan Verification
Visit.

2)  Verification Visit harus dilakukan tidak lebih dari 60 (enam
puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada huruf b butir 1) diatas.

c. Dalam hal jawaban atas permintaan Retroactive Check atau
Verification Visit tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, SKA ditolak.

R
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d. Proses verifikasi, termasuk proses permintaan retroactive
check dan pelaksanaan verification visit, harus dilaksanakan
dan hasilnya dikomunikasikan kepada issuing authority di
negara pengekspor paling lama dalam jangka waktu 180
(seratus delapan puluh) hari.

5. Azas Timbal Balik (Resiprositas) dalam Rangka ACFTA

Dalam rangka ACFTA berlaku azas timbal balik (resiprositas)

sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari

negara China diberlakukan tarif resiprositas yang besarannya

dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China

Free Trade Area (ACFTA).

D. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM

RANGKA ACFTA

1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0.
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi berdasarkan ACFTA,
pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan
tanggal SKA Form E sebagai berikut:

a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema ACFTA, kode 54,
nomor referensi dan tanggal SKA Form E dicantumkan pada
kolom 19 dan/atau kolom 32 PIB;

b. Dalam hal PIB menggunakan skema ACFTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 54 dicantumkan pada kolom 32 PIB
sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form E
dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan
Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Ketentuan Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk
Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3). Pemberitahuan
Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) diatur
tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur

tentang Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.
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E. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG
1. Proses dan pengerjaan minimal

Pengerjaan yang dilakukan berikut ini | dianggap sebagai proses

minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah

suatu barang originating Negara Anggota. Minimal Proses tersebut
adalah proses yang bertujuan untuk:

a. Memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan
penyimpanan atau pengangkutan;

b. Memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan

c. Keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk dijual.

2. Perlakuan terhadap kemasan

a. Dalam hal untuk tujuan pengenaan bea masuk, kemasan yang
diperlakukan terpisah dari produknya, harus ditetapkan secara
terpisah dalam menentukan keasalan barangnya.

b. Dalam hal angka 1 tidak dapat diterapkan, kemasan harus
dianggap sebagai bagian produk secara keseluruhan, dan bagian
dari kemasan yang ditujukan untuk pengangkutan atau
penyimpanan tidak dipertimbangkan sebagai barang non
originating saat penentuan asal barang secara keseluruhan.

3. Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan

Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan, dan instruksi atau

manual informasi yang disertakan dengan barang harus diabaikan

dalam menentukan keasalan barang, sepanjang aksesoris, spare

parts, peralatan, dan manual informasi tersebut diklasifikasikan

menjadi satu dengan barang utamanya.

74
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F. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM E

Referance No.
ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA
PREFERENTIAL TARIFF
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificale)

1. Products consigned from (Exportars business name,
address, country)

2. Products consigned lo {Conslignee's name, address, FORM E
country) Issued In
{Country}

See Overleaf Notes

3. Means of transport and roule (as far as known) 4. Faor Official Use

Departure date C] Preferentlal Treatment Glven

I:l Prefarential Treatment Not Glven (FPlease

Vassel's name/Aircraft etc.
state reason/s)

Port of Discharge

Signature of Autharised Signalory of the Importing

Party
5. Item G. Marks and 7. Number and type of 8. Origin criteria 9. Qross 10, Number and
number numbers on packages, daescription of (sew Overleaf weigrit or date of
packagas products (including quantity Notes) other quantity invoices
and value

where appropriate and HS
numbar of the importing
Party)

(FOB)

12. Certification

The undersigned hereby declares that the above 1t Is hereby certilied, an the basis of control
detalls and statement are comect; that all the producls carried oul, that the daclaration by the
were produced In exporter is comoct.

11. Declaration by the exporter

(Country)
and thal they comply with the origin requirements

specified for these products in the Rules of Origin
for the ACF TA for the products exporied to

' “(lr;'ulzn.n.ll'iing Country)

Place and date, signatureé of
authorised signatory

13 Place and date, signatura snd stamp of

© Issued Retroactively o Exhibilion cerlifying authortty
o Movement Certificate = Third Party Invoiclng
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OVERLEAF NOTES

1. Farties which accept this form for the purpose of preforential treatrment under the ASEAN—CHIN/{\ Free Trade Area Preferential Tariff.

BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA CHINA
INDONLESIA LAOS MALAYSIA
MYANMAR PHILIPPINES SINGAPORE
THAILAND VIETNAM

a

CONDITIONS: The main conditlons for admission to the preferentlal treatment under the ACFTA Preferential Tariff are that products
sent to any Parties listed above:
Qi) must fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;

({13} must comply with the consignment conditions that the products must be consigned directly from any ACFTA Parly to the

importing Party but transport that Invalves passing through one or more Intermediate non-ACFTA Parties, is also accepted
provided that any intermediate transil, transshipment or temporary storage arises only for geographic reasons or
transportation requirements; and

(lity must comply wilh the origin criteria given in the next paragraph.

3 ORIGIN CRITERIA: ffor exports to the above mentioned countrles to be eligible for preferentlal treatment, the requirement Is that
either:

) The products wholly obtained in the exporting Parly as defined in Rule 3 of the Rules of Origin for (he ACFTA;

[} Subject to sub-paragraph (i) above, for the purpose of Implementing the provisions of Rule 2 (b) of the Rules of Origin for the
JACFTA, products worked on and processed as a result of which the lotal value of the materlals, parts or produce orlginating
from non-ACFTA Partles or of undetermined origin used does not exceed 60% of the FOB value of the product produced or
obtained and the final process of tlhe manufacture Is performed within territory of the exporting Party;

(liny Products which comply with origin requirements provided for in Rule 2 of the Rules of Origin far the ACFTA and which are
used In a Party as Inputs for a finished product eligible for preferentlal treatment in another Party/Parties shall be considered
as a product originating In the Party where working or processing of the finished product has taken place provided that the
aggregate ACFTA content of the final product Is not less than 40%; or

(iv) Products which satisfy the Product Speclific Rules provided for in Attachment B of the Rules of Origin for the ACFTA shall be
cansidered as products to which sufficient transformation has been carried out in a Party.

If the products qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Box 8 of this form the origin criteria on the basis of which

he claims that his products qualify for preferential treatment, in the manner shown In the following table:

—

Clrcumstances ol production or manufacture in the first country Insert in Box 8

named In Box 11 of this form

(&) Products wholly produced in the country of exportation (see
paragraph 3 () abaws] “Wo"

(b) Products worked upon but not wholly produced In the expuorling Percentage of single country content,
Party which were produced in conformity with the provisions of example 40%
paragraph 3 (ii) above

(c) Products worked upon but not wholly produced In the exporting FParcentage of ACFTA cumulative
Party which were produced In conformity with the provisions of content, example 40%
paragraph 3 (iii) above

(d)  Products satisflad the Product Specific Rules (PSR) "PSR"

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately In thelr own right.

This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

5 DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently delailed to enable the products to be Identified by
the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall alse be specified.

G. The Harmonised Syslem number shall be that of the importing Party.
The term "Exporter” In Box 11 may include the manufacturer or the producer. In the case of MC the term "Exparter” also Includes the
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expuarter in the Intermediate Party,

8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party mustindicate ( v/ ) In the relevant boxes in column 4 whether or
not preferential lroatment is accorded

9. Movement Cerlilicate; In cases of Movement Cedificats, in accordance with Rule 12 of the Operational Certification Procaedures,
“Maverment Certificate” in Box 13 should be tickaed (V). The name of original Issuing Authorities of the Party, date of the Issuance
and tha reference number of the original Certificate of Origin (Form E) to be indicated In Box 13.

10. THIRD PARTY INVOICING: In cases where Involces are issued by a third country, “the Third Party Invoicing” In Box 13 shall be

ticked (V). The invoico number shall be indicated in Box 10. Information such as name and country of the company issuing the

invoice shall be indicaled in Box 7.

11. EXHIBITIONS: In cases where productls are sentfrom the exporling Parly for exhibition in another Party and sold during or after
the exhibitlon for Importation inlo a Party, in accordance with Rule 22 of Altachment A of the Rules of Orlgin for the ACFTA, the

“Exhibitlons” In Box 13 should be ticked (V) and the name and sddress of the exhibition indicated In Box 2.

ISSUED RETROACTIVELY" In exceplional cases, dua to Involuntary errors or omisslons or other valld causes, the Certificate of

Qrigin (Form E) may be Issued retraactively in accordance with Rule 11 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA.

The “Issued Retroactively” in Box 13 shall be tlicked (\/),

12

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro-Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001
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LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/PMK.04/2015

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN
INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

A. KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria Asal Barang dalam rangka AKFTA meliputi:
1. Wholly Obtained atau Wholly Produced

Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Wholly Produced adalah sebagai berikut:

a. Tanaman atau produk tanaman yang tumbuh, dipanen, dipetik
atau dikumpulkan di Negara Anggota;

b. Binatang hidup, lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;

c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana
dimaksud pada huruf b;

d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budidaya air,
pengumpulan atau penangkapan, yang dilakukan di Negara
Anggota,;

e. Mineral dan produk alam lainnya, yang tidak termasuk pada
huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah,
perairan, dasar laut atau di bawahnya;

f. Hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang
terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan
produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah
dasar laut di luar perairan teritorial Negara Anggota, dengan
ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk
mengeksploitasi perairan, dasar laut dan bawah laut tersebut
sesuai dengan hukum internasional;

g.  Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut

lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera
Negara Anggota tersebut;
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h. Produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil
laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota dan
berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana

dimaksud pada huruf g;

1. Barang yang diambil dari luar angkasa yang diambil oleh Negara
Anggota,;
] Barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai

fungsinya semula, tidak dapat diperbaiki atau dikembalikan
kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk dibuang atau

diambil bagiannya untuk dijadikan bahan baku, atau untuk

tujuan daur ulang;

k. Sisa dan scrap yang berasal dari:
1) proses produksi di Negara Anggota; atau
2) barang bekas yang dikumpulkan di Negara Anggota, yang

hanya cocok untuk dijadikan bahan baku; atau

1. Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota
hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai huruf k.

Not Wholly Obtained atau Not Wholly Produced

2.1 Regional Value Content (RVC)
Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal
barang dalam rangka AKFTA adalah kandungan nilai regional
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB barang yang
dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

a. Metode Build-Up

RVC = VoM X 100%

FOB

VOM (Value of Originating Material) merupakan nilai bahan
originating, yang meliputi nilai bahan baku originating,
biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead langsung,

biaya transportasi dan keuntungan.
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b. Metode Build-Down

FOB - VAN
e =———x W
fOB

VNM (Value of Non-originating Material) merupakan nilai
bahan baku non-originating, yang meliputi:
1) nilai CIF pada saat importasi bahan baku, bagian atau
barang, atau
2) harga pasti yang dibayarkan paling awal (earliest
ascertain price paid) untuk bahan, bagian atau barang
yang belum ditentukan keasalannya di wilayah Negara
Anggota dimana pengerjaan atau pengolahan dilakukan.
3. Change in Tariff Classification (CTC)
Barang yang memenuhi syarat kl;iteria asal barang CTC dalam skema
AKFTA adalah barang yang dalam proses produksinya mengalami
perubahan klasifikasi pada tingkat 4 (empat) digit.
4.  Product Specific Rules (PSR)

Barang yang memenuhi syarat kriteria asal barang PSR dalam skema
AKFTA adalah produk yang kriterianya tercantum dalam daftar PSR
AKFTA dan diproses atau dikerjakan di wilayah negara AKFTA.

KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di satu atau

lebih Negara antara memenuhi kriteria pengiriman langsung apabila

dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1. Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang
diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan
rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit
atau transhipment, sampai ke daerah pabean;

2. Form AK yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara
pengekspor;

3. Copy invoice asli dari barang tersebut; dan,

4.  Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan

ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.
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C. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan

Asal

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan Form AK meliputi:

a. Ukuran kertas ISO A4 rangkap 3 (tiga) berupa 1 (satu) asli dan 2
(dua) copy.

b. Penandatanganan Form AK oleh pemohon/eksportir.

c. Penandatanganan Form AK dan stempel oleh instansi penerbit.

d. Penerbitan Form AK sebelum tanggal, pada saat, atau segera
setelah tanggal pengapalan/eksportasi.

e. Pengisian kolom FOB untuk Kriteria Asal Barang Regional
Value Contain (RVC).

f. Pemberian tanda ( V) atau ( X ) pada kolom 13 kotak “Issued
Retroactively” dalam hal Form AK diterbitkan lebih dari 3 (tiga)
hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.)

Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form AK.

4

h. Perbaikan atas kesalahan pengisian atau penggantian SKA
Form AK oleh karena adanya kesalahan.
Pengisian lembar lanjutan dalam hal terdapat beberapa jenis
barang pada satu Form AK.. Lembar lanjutan Form AK sesuai format
pada Lampiran ini.
2. Penelitian SKA Back to Back
Penelitian Form AK Back-to-Back yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi:
a. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7
Peraturan Menteri ini;
b. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur pada angka 1 di
atas; dan
c. Pemberian tanda (v ) atau ( X ) pada kolom 13 Form AK kotak
“Back-to-Back CO”.
3. Penelitian Third Country Invoicing
Penelitian penggunaan Third Country Invoicing meliputi:
a. Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan
invoice pihak ketiga (Third Country Invoice) pada kolom 7 Form AK.
b. Pencantuman nomor invoice yang dikeluarkan oleh pihak

ketiga (negara yang melakukan transaksi) pada kolom 10

Form AK.

F4
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c. Pencantuman nomor invoice Eksportir pada kolom 10 dan
pencantuman nama dan negara pihak ketiga yang akan
menerbitkan invoice pada kolom 7 Form AK dalam hal invoice
tersebut belum diterbitkan.

d. Pencantuman tanda ( ) atau ( X ) pada kotak *Third Country
Invoicing” pada kolom 13 Form AK.

4.  Retroactive Check

Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Permintaan retroactive check harus melampirkan Form AK terkait
dan mencantumkan alasan dan informasi tambahan lain yang
menyebabkan Form AK diragukan, kecuali dalam hal permintaan
retroactive check dilakukan secara random;

b. Instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor yang menerima
permintaan retroactive check memberikan jawaban atas
permintaan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak
diterimanya permintaan retroactive check;

c. Keseluruhan proses retroactive check termasuk pemberitahuan
kepada instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor tentang
penetapan diterima atau ditolaknya Form AK harus diselesaikan
dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permintaan
retroactive check dengan mempertimbangan prosedur penetapan
tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang Undang
Kepabeanan.

d. Retroactive Check dalam rangka AKFTA hanya ditujukan kepada
Korea Customs Service, dengan alamat:

Korea Customs Service
Government Complex Daejeon
920 Dunsan-dong, Seo-gu,
Daejeon, Korea 302-701

Tel 1 +82 42 481 3221~7
Fax : +82 42 481 7791
Email : fta@customs.go. kr

verification@ceustoms.go. kr

e. Website untuk melakukan pengecekan Form AK yaitu

1) http://english.korcham.net

2) http://www.customs.go.kr
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Verification Visit
Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Negara Anggota pengimpor harus:
1) Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:

a) Eksportir/produsen yang akan dikunjungi;

b) Instansi penerbit Form AK di Negara Anggota
pengekspor;

c) Instansi pabean Negara Anggota pengekspor;

d) Importir barang terkait Form AK yang akan diverifikasi.

2) Pemberitahuan tertulis pada huruf a angka 1) dengan
mencantumkan informasi antara lain:

a) Nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;

b) Rencana tanggal pelaksanaan verification visit;

c) Rencana ruang lingkup verification visit, termasuk
keterangan lain yang mendukung penjelasan atas
barang yang akan diverifikasi; dan

d) Nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan
verification visit.

3) Memperoleh persetujuan tertulis dari eksportir/produsen.

b. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada

huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, Form AK

dinyatakan ditolak.

c. Instansi penerbit yang menerima pemberitahuan dapat

menunda permintaan verification visit dengan memberitahukan
kepada negara anggota pengimpor dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan. Verification visit
harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sejak diterimanya persetujuan tertulis, atau dalam jangka

waktu yang lebih lama dalam hal Negara Anggota terkait

menyetujui.

d. Dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi ketentuan

asal barang, Form AK dinyatakan diterima.

e. Penetapan diterima atau ditolaknya Form AK dilakukan dalam

jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan yang dihitung sejak

hari pertama verification visit dilakukan.

£
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6. Azas Timbal Balik dalam Rangka AKFTA
Dalam rangka AKFTA berlaku azas timbal balik (resiprositas) sehingga
atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari negara Korea
diberlakukan tarif resiprositas yang besarannya dapat sebesar tarif bea
masuk MFN atau besaran tertentu sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk

dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).

D. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM

RANGKA AKFTA

1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan tarif preferensi berdasarkan AKFTA, pada
PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal Form
AK sebagai berikut:

a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema AKFTA, kode S5,
nomor referensi dan tanggal Form AK dicantumkan pada kolom
19 dan/atau kolom 32 PIB;

b. Dalam hal PIB menggunakan skema AKFTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 55 dicantumkan pada kolom 32 PIB
sedangkan nomor referensi dan tanggal Form AK dicantumkan
pada Lembar Lampiran Dokumen  Dan Pemenuhan
Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Ketentuan Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk
Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) dan
Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC
2.5) diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal yang

mengatur ketentuan mengenai Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.

E. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG
1. Perlakuan untuk barang tertentu
Produk tertentu dianggap originating walaupun proses produksi
dilakukan di luar wilayah Korea dan negara-negara ASEAN (zona
industri) dari bahan baku yang diekspor dari Negara Anggota dan
selanjutnya di-reimpor ke Negara Anggota tersebut. Penerapan
ketentuan ini, termasuk daftar produk dan prosedur khusus terkait

ketentuan ini akan dilakukan berdasarkan persetujuan Negara-

Negara Anggota.
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Akumulasi

Kecuali diatur lain, suatu barang originating di wilayah suatu

Negara Anggota, yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain

sebagai bahan baku produk jadi yang dapat dikenakan Tarif

Preferensi, harus dianggap originating negara di mana proses

pengerjaan produk jadi dilakukan.

Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (Non Qualifying Operation)

a. Suatu barang originating di wilayah suatu Negara Anggota, tidak
dapat dianggap originating dalam hal dilakukan proses di bawah
ini baik secara tunggal maupun kombinasi, proses tersebut
yaitu:

1) Proses pengawetan untuk memastikan barang dalam
kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan,;

2) Perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan
kemasan;

3) Pencucian sederhana, pembersihan, penghilangan dust,
karat, minyak, cat atau pelapis lainnya;

4)  Proses pengecatan dan pemolesan;

S5) Pengupasan, pemucatan totak maupun parsial, pemolesan
dan pengglasiran serealia dan beras;

6) Proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula;

7) Pengupasan, pengerasan, atau penghilangan cangkang;

8) Peruncingan, penggilingan atau pemotongan sederhana;

9) Pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian,
penggolongan, pencocokan; '

10) Proses memasukkan ke dalam botol, kaleng, termos, tas,
peti, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses
pengemasan sederhana lainnya,;

11) Pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan tanda
pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;

12) Pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis
yang berbeda maupun tidak;

13) Perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi atau
penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;

14) Uji dan kalibrasi sederhana

15) Penyembelihan hewan

£5
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Catatan:
Istilah “sederhana” secara umum menggambarkan suatu
aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin,
peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang
khusus untuk aktivitas tersebut.
Istilah “pencampuran sederhana” secara umum
menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan
keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang
diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.
Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi
kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses (termasuk proses
biokimia) yang menghasilkan suatu molekul dengan
struktur baru dengan cara memutuskan ikatan
intramolekular dan membentuk ikatan intramolekular baru,
atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam suatu
molekul.
Penyembelihan berarti membunuh binatang sedemikian
rupa termasuk proses selanjutnya seperti pemotongan,
pendinginan, pembekuan, penggaraman, pengeringan atau
pengasapan untuk tujuan pengawetan untuk keperluan
penyimpanan dan pengangkutan.

Keasalan suatu barang tidak berubah sepanjang hanya

mengalami proses/pengerjaan sebagaimana dimaksud pada

huruf a.

4.  De Minimis

a.

Suatu barang yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos

tarif harus dianggap originating dalam hal:

1) Untuk barang selain yang diatur dalam Chapter 50 sampai
Chapter 63 HS, nilai semua bahan baku non originating
yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami
perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari total FOB barang.

2)  Untuk barang yang diatur dalam Chapter 50 sampai
Chapter 63 HS, berat semua bahan baku non originating
yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami
perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak

melebihi 10% (sepuluh persen) dari total berat barang.
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b. Nilai bahan baku non originating sebagaimana dimaksud pada
angka 1 (satu) harus dimasukkan dalam komponen bahan baku
non originating untuk keperluan perhitungan RVC barang.

Perlakuan terhadap kemasan

a. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai
pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai
komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut
dianggap membentuk keseluruhan barang.

b.  Dalam hal ketentuan huruf a) tidak dapat diterapkan, pengemas
untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos
tarif dengan  barangnya, tidak diperhitungkan dalam
menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang
digunakan adalah CTC.

Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan
pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan
barang.

Aksesoris, Spare Part, dan Perlengkapan

Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan, dan instruksi atau

manual informasi yang disertakan dengan barang harus diabaikan

dalam menentukan keasalan barang, sepanjang aksesoris, spare

parts, peralatan, dan manual informasi tersebut diklasifikasikan

menjadi satu dengan barang utamanya.

9
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BENTUK DAN FORMAT FORM AK

1. Goods consigned {rom (Exporter's business name,
address, country)

Refercnce No,

PREFERENTIAL TARIFF

2. Goods consigned to (Consignee's nume, address,

country)

FORM AK

Issued in
(Country)

KOREA-ASGAN FREE TRADE AREA

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)

Sce Notes Overleat’

3. Means of transport and rouie (as far as known)

Departure date

Vessel's name/Aircralt ete.

Port of Discharge

4. For Official Use

]

Free Trade Ares Preferential Tarifl

Preferential Treatment Given Under Korea-ASEAN

L]

stale reasol/s)

Preferential Treatment Not Given (Please

Signature of Authorised Signatory of the Importing

6. Marks and
numbers on
packages

S. ltem
number

7. Number and type of
packages, description of
goods (including quantity
where appropriate and HS

number of the importing
country)

Country
8. Origin criterion 9. Gross
(sce Notes weight or
overleaf) other quantity
and value
(FOB only when
RVC criterion. is
used)

10, Number and
date of
Invoices

11. Declaration by the exporter

The undersigned hercby declares that the above
details and statement are correct; that all the goods
were produced in

(Country)

and that they comply with the origin requirements
specified for these goods in the KOREA-ASEAN
Free Trade Area Preferential Tariff for the goods
cxported to

(Importing Country)
Place and date, signature of
suthoriged sighatory

12, Certification
1t is hereby certified, on the basis of control

carried out, that the declaration by the
cxporler is correct.

Place and date, signature and stamp of

certilying authority

0 Third Country lnvoleing o Exhibition

o Back-to-Back CO
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OVERLEAF NOTES

Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff under the KOREA-ASEAN Free Tracde Agreement

il
(KAFTA):
BRUNEI DARUSSAL.AM CAMBODIA
INDONESIA
REPUBLIC OF KOREA LAOS
MALAYSIA
MYANMAR PIILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND VIETNAM
2. CONDITIONS: Ta enjoy preferential tariff under the KAFTA, goods sentto any Parties listed above:
i) must fall within a description of goods cligible for concessions in the country of destination;

(i) must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 9 of Annex 3 (Rules of Origin) of the
KAFTA; and
(iii) must comply with the arigin criteria in Annex 3 (Rules of Origin) ofthe KAFTA.
3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of
this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or  manufacture in the first Insert in box 8
country named in box 1T of this form

Goods wholly obtained or produced in the territory of the TWOo»
exporting Party
(b) Gioods satisfying Rule 4,1 of Annex 3 (Rules of Origin) “CTH"or

of the AKFTA “RVC 40%"

(c) Goods satisfying the Product Specific Rules
- Change in Tarif’ Classitication

- erer

- Wholly Obtained or Produced in the territory of any - “WO-AK”

Party
- Regional Value Content - “RVC” that needs to be met for the
- Regional Value Content + Change in Tariff good to

qualify as ariginating; e.g. “RVC
45%"

- The combination rule that needs to
be met for good to qualily as
originating; e.g. “CTH + RVC 40%"

Classification

“Specific Processes™

- Specilic Processes

l (d) Gioods satisfying Rule 6

“Rule 6™

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in
their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

s. DESCRIPTION OF GOODS: The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be
identified by the Customs Officers examining them. Any tracle mark shall also be specified.

6. FREE-ON-BOARD (FOB) VAL UE: The FOB value in Box 9 shall be reflected only when the Regional Value
Conlent criterion is applied in determining the origin of goods. T"The CO (Form AK) issued to and from Cambodia and
Myanmar shall reflect the FOB valué, rcgardless of the origin criteria used, for the next two (2) years upon the

implementation of this new arrangement.
2D SYSTEM NUMBER: The Harmonized Systemn number shall be that of the importing Party.

7.
8. EXPORTER: The term “Cxporter’” in box 11 may include the manufacturer or the producer.
9. FOR OFFICIAL USLi: The Customs Authority of the importing Party must indicate (V) in the relevant boxes in

column 4 whether ar not prefevential tariff is accorded.
10. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, “the Third Country

Invoicing™ box should be ticke (V) and such informations as name and country ol the company issuing the invoice shall be
indicated in box 7.

1. EXHIBITIONS: In cases whero goods are sent from the terrftory of the exporting Party for exhibition in another
country and sold during or afler the exhibition for importation into the territory. of a Parly, in accordance with Rule 20 of the
Operational Certification Procedures, the “Exhibitions” box should be ticked (V) and the name and address of the exhibition
indicated in box 2.

12. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 7 (2) of the
Operational Certification Procedures, the *Back-to-Back CO” box should be ticked (V).

www.regulasip.com
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ATTACHMENT 2

Original (Duplicate/Triplicate)

(Additional Page)

Reterence No

S ltem 6. Marks and 7. Number and type of’ 8. Qrigin criterion 9. Gross 10. Number and
number numbers on packages, description of (see Notes weight or date of
packages guods (including quantity ovcrlcitf) olher quantity Invoices
whiere appropriate and HS and value
(FOB only when
RVC criterion is
number of the importing used)
country)

11 Declaration by the exporter
The undersigned hereby Jeclares that the above
details and statement are correct; that all the goods
were produced in

(Country)

and that they comply with the origin requirements
specitied Lor these gouds in Lhe KORGA-ASEAN
Free Trade Area Preferential Turiff for the goods
exported 10
(Importing Country)
Place and date, signanure of’
authorised signatory

12. Certification

It is hereby certified, on the busis of control
carricd out, that the declaration by the
exporter is correct.

I"ace and dale, signature and stamp of
certifying authority

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

R vey,
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP195904201984021001

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

www.regulas
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205/PMK.04/2015
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN

INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM RANGKA INDONESIA-JAPAN
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

A. KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria Asal Barang dalam rangka skema IJEPA meliputi:
1.  Wholly Obtained or Produced

Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Wholly Produced adalah sebagai berikut:

a. Binatang hidup, lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;

Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pengumpulan atau
penangkapan yang dilakukan di Negara Anggota;

c. Barang yang diperoleh dari binatang hidup di Negara Anggota;

d. Tanaman dan produk tanaman, yang dipanen, dipetik, atau
dikumpulkan di Negara Anggota; 1

e. Mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk dalam huruf a
sampai huruf d, yang diekstraksi atau diambil di Negara
Anggota,;

f. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk lain yang diambil
oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dari laut di luar
wilayah perairan Negara Anggota lainnya;

g. Produk yang dibuat di kapal pengolahan hasil laut (factory ship)
yang terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah Negara Anggota
lainnya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf f;

h. Barang yang diambil dari dasar laut atau lapisan tanah di
bawahnya yang berada di luar wilayah Negara Anggota, dengan
ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak eksploitasi atas
dasar laut atau lapisan tanah di bawah dasar laut tersebut;

1. Barang yang dikumpulkan di Negara Anggota, yang tidak dapat

lagi berfungsi sesuai fungsi semula, tidak dapat dikembalikan

£
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kepada fungsi semula maupun diperbaiki dan hanya cocok
untuk dibuang atau untuk diambil bagiannya atau bahan baku;

j- Sisa dan scrap yang berasal dari proses produksi atau
pengolahan atau konsumsi di negara anggota dan hanya cocok
untuk dibuang atau untuk diambil bagiannya atau bahan baku;

k. Bagian atau bahan baku yang diperoleh di Negara Anggota dari
barang yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsi semula atau
tidak dapat lagi dikembalikan kepada fungsi awal maupun
diperbaiki; dan

1. Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota

hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a

sampai huruf k.
Produced Exclusively
Barang yang seluruhnya diproduksi di Jepang dengan hanya
menggunakan bahan baku originating Indonesia dan/atau Jepang.
Product Specific Rules (PSR)
a. Product Specific Rules (PSR) diatur tersendiri dalam daftar
Product Specific Rules (PSR) IJEPA.
b. Suatu barang memenuhi kriteria asal barang yang tercantum
dalam Product Specific Rules (PSR) meliputi:
1) Qualifying Value Content (QVC) untuk barang-barang yang

diatur dalam daftar PSR, dapat dihitung dengan rumus:

FOB - VNM
QVvC = x 100%
FOB

Dimana:

QVC adalah besaran qualifying value content suatu barang
yang dinyatakan dalam presentase.

FOB adalah nilai free-on-board suatu barang yang dibayar
oleh pembeli kepada penjual tanpa melihat mode
pengiriman, tidak termasuk pengurangan, pembebasan
maupun pengembalian pajak pada saat barang diekspor;
dan

VNM adalah nilai bahan baku yang berasal dari luar

Negara Anggota yang digunakan dalam pembuatan barang.
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2) Change in Tariff Classification (CTC) sebagaimana
ketentuan yang tercantum dalam daftar PSR.

3) Proses atau Pengolahan Tertentu (Specific Manufacturing or
Processing Operation) yang diterapkan pada bahan baku

non origin sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam

daftar PSR.

KRITERIA PENGIRIMAN

Dalam hal pengiriman barang melibatkan negara selain Negara Anggota
IJEPA, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta dokumen atau informasi
lain dari negara transit yang membuktikan bahwa barang tersebut tidak
mengalami perlakuan selain proses bongkar, muat dan proses lainnya

yang ditujukan untuk menjaga kualitas keamanan barang.

KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian Atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan

Asal

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form IJEPA

meliputi:

Ukuran kertas [SO A4.
Penandatanganan SKA oleh pemohon/eksportir.

c. Penandatanganan SKA dan stempel oleh instansi penerbit
sesuai dengan spesimen dan dicantumkan secara manual atau
dicetak (printed). |

d. Penerbitan SKA sebelum Tanggal Eksportasi atau tidak lebih
dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal
Pengapalan.

e. Pemberian cap atau tulisan “Issued Retroactively” pada kolom 8
SKA dalam hal SKA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah
Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.

f. Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form IJEPA.

g. Penerbitan Form JIEPA baru dalam hal terdapat kesalahan
pengisian, koreksi berupa penghapusan, penambahan
dan/atau perubahan lainnya pada Form JIEPA tidak
diperbolehkan.

2.  Penelitian SKA Back to Back
Back-to-Back SKA tidak berlaku untuk skema IJEPA.

f
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Penelitian Third Country Invoicing

Penelitian penggunaan Third Country Invoicing meliputi

pencantuman:

a. Nomor dan tanggal Invoice pihak ketiga (Third Country Invoice)
yang digunakan untuk importasi ke Indonesia pada kolom 7
Form JIEPA;

b. Nomor dan tanggal invoice yang diterbitkan oleh eksportir
pada kolom 7 Form JIEPA dalam hal nomor invoice pihak
ketiga belum diketahui pada saat penerbitan Form JIEPA; dan

c. Informasi adanya penggunaan invoice pihak ketiga (Third
Country Invoice) disertai nama dan alamat perusahaan yang
menerbitkan invoice pihak ketiga (Third Country Invoice) pada
kolom 8 SKA (Form JIEPA).

Retroactive Check

Pelaksanaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta retroactive check dari
instansi penerbit melalui perwakilan Kedutaan Besar Jepang
yang ada di Indonesia.

b. Jawaban atas permintaan retroactive check diterima dalam
jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permintaan tersebut. Apabila dianggap perlu,
Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi tambahan
terkait keasalan barang.

c. Apabila informasi tambahan diminta, instansi penerbit,
sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya,
memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu
tidak lebih dari 4 (empat) bulan sejak diterimanya permintaan
informasi tambahan.

d. Dalam hal jawaban retroactive check yang diterima tidak
mencukupi untuk membuktikan kebenaran data yang
tercantum dalam SKA dan keabsahan SKA, SKA ditolak
sehingga  Tarif  Preferensi tidak diberikan dengan
mempertimbangan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh

Direktur Jenderal sesuai Undang Undang Kepabeanan.
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Verification Visit

a. Dalam hal hasil retroactive check dianggap tidak mencukupi
untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (Rules
of Origin), Pejabat Bea dan Cukai dapat mengajukan permintaan
melalui Kedutaan Jepang untuk:

1) Mengumpulkan dan menyediakan informasi terkait keasalan
barang dan melakukan kunjungan ke lokasi proses produksi
di lokasi eksportir atau produsen barang terkait.

2) menyediakan informasi terkait keasalan barang yang dimiliki
oleh instansi penerbit pada saat atau setelah dilakukan
Verification Visit.

b. Permintaan kunjungan disampaikan secara tertulis melalui
Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dalam jangka waktu
minimal 40 (empat puluh) hari sebelum rencana tanggal
kunjungan. Kedutaan Besar Jepang meminta persetujuan
tertulis kepada eksportir atau produsen yang lokasinya akan
dikunjungi.

c. Permintaan yang dimaksud pada huruf a harus memuat
informasi:

1) Eksportir/produsen barang yang akan dikunjungi,

2) Rencana tanggal dan tempat verification visit;

3) Tujuan dan ruang lingkup kunjungan, termasuk keterangan
lain yang mendukung penjelasan atas barang yang akan
diverifikasi; dan

4) Nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan verification
visit.

d. Memperoleh jawaban tertulis diterima atau ditolaknya
permintaan verification visit dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak Kedutaan Besar Jepang menerima permintaan
verification visit.

e. Instansi pemerintah yang berwenang di Negara Anggota
pengekspor, sesuai dengan peraturan yang berlaku di
negaranya, harus menyerahkan informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 kepada Direktur
Jenderal dalam jangka waktu maksimal 45 (empat puluh lima)
hari atau dalam jangka waktu yang disetujui sejak hari terakhir

dilakukannya verification visit.

£
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f. Apabila dianggap perlu, Pejabat Bea dan Cukai dapat
mengajukan permintaan verification visit selama periode
dilakukannya retroactive check atau tanpa didahului
permintaan retroactive check.

g. Dalam hal instansi yang berwenang di Negara Anggota
pengekspor tidak memberikan jawaban atas permintaan
penelitian SKA atau verification visit atau informasi yang
diberikan tidak lengkap, SKA dinyatakan ditolak.

h. Setelah prosedur penelitian SKA dan verification visit
dilakukan, instansi pabean negara anggota pengimpor harus
menyampaikan keputusan tertulis apakah suatu barang
memenuhi ketentuan asal barang atau tidak disertai dengan
fakta dan dasar hukum keputusan tersebut kepada instansi

pemerintah di negara pengekspor.

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean Impor Dalam Rangka

IJEPA

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi berdasarkan IJEPA,

pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode Tarif

Preferensi, nomor referensi, dan tanggal Form JIEPA sebagai

berikut:

1) Dalam hal PIB hanya menggunakan skema IJEPA, kode 56
nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA dicantumkan
pada kolom 19 dan/atau kolom 32 PIB;

2) Dalam hal PIB menggunakan skema IJEPA dan fasilitas
kepabeanan, kode 56 dicantumkan pada kolom 32 PIB
sedangkan nomor referensi dan tanggal Form JIEPA
dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan
Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di

Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) dan Pemberitahuan Impor

Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) diatur tersendiri

dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur ketentuan

mengenai Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.

1%
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D. HAL-HAL LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG
1. Akumulasi

a. Barang originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai
bahan baku untuk suatu barang jadi-di Negara Anggota lain
yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh
Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai barang originating
negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.

b. Dalam perhitungan Qualifying Value Content, untuk
menentukan nilai bahan baku non originating yang digunakan
dalam produksi barang jadi non originating, nilai yang
diperhitungkan dibatasi hanya dari nilai bahan baku non-
originating yang digunakan dalam produksi barang jadi
tersebut sepanjang memenuhi kriteria asal barang.

2.  De Minimis

Bahan baku non originating yang digunakan dalam proses produksi

yang tidak mengalami perubahan tarif klasifikasi (CTC), dapat

dianggap originating sepanjang jumlah total dari bahan baku tersebut
tidak melebihi presentase tertentu dari nilai, berat, atau volume dari
barang jadinya sebagaimana diatur masing-masing dalam PSR.

3. Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi

Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan perubahan tarif

klasifikasi (CTC) atau perubahan melalui proses tertentu (specific

process) jika hanya mengalami proses sebagai berikut:

a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama
pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan,
pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan proses sejenis
lainnya;

b. perubahan pengemas, pembongkaran dan penyusunannya
kembali;

Cc. penguraian;

d. pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses pengemasan
sederhana lainnya;

e. pengumpulan bagian dan komponen yang diklasifikasikan
sebagai barang lengkap atau rampung sesuai Ketentuan Umum
Untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) 2 (a);

f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau

4%
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g. kombinasi dari proses sebaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan huruf f.

4. Barang Belum Dirakit atau Terbongkar

a. Dalam hal barang memenuhi ketentuan kriteria asal barang dan
diimpor ke suatu Negara Anggota dari Negara Anggota lainnya
dalam  kondisi belum  dirakit atau terbongkar tetapi
diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2
(a), barang tersebut harus dianggap sebagai barang originating
Negara Anggota tempat barang tersebut berasal.

b.  Suatu baraﬁg yang dirakit di suatu negara dari komponen yang
belum dirakit atau terbongkar yang diimpor ke negara tersebut
dan diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS
2 (a) harus dianggap sebagai barang originating, sepanjang barang
tersebut memenuhi kriteria asal barang dan dalam hal terdapat
bahan béku non-originating maka bahan baku non-originating
tersebut harus diimpor ke Negara Anggota secara terpisah dan
tidak dalam bentuk belum dirakit atau terbongkar.

5. Aksesoris, spare part, dan peralatan

a. Dalam rangka menentukan apakah semua bahan baku non-
originating yang digunakan dalam proses produksi barang jadi
mengalami perubahan tarif klasifikasi barang atau perubahan
melalui proses tertentu sebagaimana yang telah ditentukan
dalam PSR, keasalan aksesoris, spare part, atau peralatan yang
dikirim dengan barang jadi yang merupakan aksesoris, spare
part, atau peralatan standar tidak diperhitungkan, sepanjang:

1) Akesoris, spare part, atau peralatan tersebut tidak dalam
invoice yang terpisah dengan = barangnya; tanpa
mempertimbangkan apékah aksesoris, spare part, atau
peralatan tersebut dirinci terpisah dalam invoicenya; dan

2) Jumlah dan nilai aksesoris, spare part, atau peralatan
tersebut umum disajikan bersama barangnya.

6. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang

Qualifying Value Content, nilai aksesoris, spare part, atau

peralatannya harus diperhitungkan berdasarkan keasalannya -Bahan

pengemas untuk penjualan eceran:
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a. Dalam menentukan apakah semua bahan baku non-originating
yang digunakan dalam produksi suatu barang memehuhi
ketentuan perubahan tarif klasifikasi barang atau perubahan
melalui proses tertentu sebagaimana telah diatur untuk barang
tersebut, pengemas untuk penjualan eceran yang
diklasifikasikan sesuai ketentuan KUMHS 5 harus diabaikan.

b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria Qualifying Value
Content, nilai bahan pengemas untuk penjualan eceran harus
diperhitungkan sesuai originnya dalam perhitungan Qualifying
Value Content barang tersebut.

7. Bahan pengemas untuk pengangkutan diatur dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah semua bahan
baku non-originating yang digunakan dalam produksi mengalami
perubahan tarif klasifikasi barang atau perubahan melalui
proses tertentu sebagaimana telah diatur untuk barang tersebut;
dan

b. Tanpa memperhatikan dimana pengemas tersebut diproduksi,
dianggap sebagai bahan originating di negara di mana barang
jadi diproduksi dalam perhitungan Qualifying Value Content

barang jadi.

%
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E. BENTUK DAN FORM JIEPA

L Fxporters tame, address ond ool CerMicution ho, Humber of peoa

AGREEMENT BETWEEN JAPAN ANLD THE REPUBLIC OF
INDONESIA FOR AN. ECONOMIC PARTNERSHIP

Importer's nume. addrase ana country”

CERTIFICATE OF ORIGIN
FORM JIEPA
14gueds in Japan

i R rep—— s u;:;.w_:n;;:‘n'f:m; and numben of packagas; nusmbor m“;-....;‘q"; S.Preference | 6 Quantity ‘7.Anvolce ]
i' deseAplos of good{s); HY L’ dassiicalion anber erterion or welght, number(s)
and datr(s)

. Marks and numbers:

i Number and kind of packiges:

A.Remorks:

W.Cwclaration by the exporter® 10.Cert{fication
| L lhe undersigned, daclore that: 1t is hereby centifled, on the basis of control carried out,that: the declaration

[ the ahove detalls and stoterment ar.e Wue and accurate. . . by the exporter, Is corrcety m o
- the gooti(s) Uescribed above kel the condition(s) required for the i et GhvaL AT 3 Gy e daleat. e
is§uande of this cestiricate; . o ) er: i o “ 'ﬁg p .o e
The Japan ‘Chamber Bf Commerce and Industry

the gaumdyy of ovigin of this good(s) tiesenberd above 1s JAPAN

Pince and rdale: Sramp:

Signature:

! Pluce and dates

Noma(printec): Skgnaturn:

Ty
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LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205/PMK.04/2015
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN
INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM SKEMA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)

A. KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria Asal Barang dalam rangka skema AIFTA meliputi:
1.  Wholly Obtained or Wholly Produced

a. Tanaman termasuk produk kehutanan, buah-buahan, bunga,
sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain,
dan produk tanaman, yang tumbuh dan dipanen di Negara
Anggota,;

b. Binatang hidup termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea,
moluska, reptil, organisme hidup lain, lahir dan dibesarkan di
Negara Anggota;

c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup yang dimaksud pada
huruf b yang belum diproses lebih lanjut termasuk susu, telur,
madu alam, rambut, wol, semen, dan kotoran binatang;

d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budidaya air,
pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di Negara
Anggota,;

e. Mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf
d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau
di bawahnya di Negara Anggota;

f. Produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawahnya
di luar perairan teritorial Negara Anggota dengan ketentuan
Negara Anggota tersebut memiliki hak atas eksploitasi perairan,
dasar laut, dan di bawahnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut
Internasional 1982;

g. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari
laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan

berbendera Negara Anggota tersebut;
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h. Produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factory ship) yang terdaftar di negara anggota dan
berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana
dimaksud pada huruf g;

1. Barang yang dikumpulkan di Negara Anggota, tidak dapat lagi
berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan
kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya
cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku,
atau untuk tujuan daur ulang;

] Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota
semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf
a sampai huruf i.

2.  Not Wholly Obtained atau Not Wholly Produced

2.1 Regional Value Content (RVC) dan Change in Tariff
Classification (CTC)

a. Barang dianggap originating dalam rangka AIFTA apabila
memenuhi RVC minimal 35% (tiga puluh lima persen)
sekaligus CTC pada tingkat 6 digit (CTSH).

b. RVC dalam rangka AIFTA atau disebut AIFTA content
dapat dihitung dengan rumus:

1) Metode Langsung (Direct Method)

Biava Bah Biaya _ .
iaya Bahan Tenaga  + Biaya B}aya , Keuntung
AIFTA Ker: Tambahan Lainnya an
ja
S ——x 100% > 35%
Harga FOB
Atau:

2) Metode Tidak Langsung (Indirect Method)

L Nilai Bahan Baku Yang
Nilai Bahan Baku Non- +  Tidak Dapat Ditentukan

AIFTA Keasalannya
x 100% < 65%

Harga FOB

Nilai bahan baku non-originating, adalah:

(a) Nilai CIF bahan baku, bagian atau produk non-AIFTA

pada saat importasi bahan tersebut pada saat importasi;

¢z
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(b) Harga pasti yang pertama dibayarkan untuk semua
bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di

wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses

berlangsung.
3.  Product Specific Rules (PSR)
Barang dianggap originating apabila memenuhi kriteria asal barang

yang tercantum dalam daftar PSR AANZFTA.

KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG
Dalam hal pengiriman barang melalui negara selain negara anggota AIFTA,
kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai
berikut:
1. Through Bill of Lading yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor;
2. Form Al yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA di Negara
Anggota pengekspor;
Invoice dari barang yang bersangkutan;
Dokumen lainnya yang Dokumen pendukung lainnya yang

membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b.

KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan

Asal

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan Form Al meliputi:

a. Ukuran kertas ISO A4 warna putih

b. Penandatanganan Form Al oleh pemohon/eksportir.
Penandatanganan Form Al dan stempel oleh instansi penerbit.

d. Penerbitan Form Al pada tanggal ekportasi atau sampai dengan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Eksportasi atau
Tanggal Pengapalan.

e. Pencantuman “ISSUED RETROACTIVELY’ pada Form Al dalam
hal Form Al diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah
Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.

f. Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form Al.

g. Perbaikan atas kesalahan pengisian berupa coretan (strike out)
pada data yang salah, penambahan data yéng benar dan
persetujuan oleh pejabat yang berwenang dengan tanda tangan

dan tanda sah oleh instansi Penerbit Form Al.
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Penelitian SKA Back to Back

Penelitian Form Al Back-to-Back yang diterbitkan oleh instansi yang

berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi keharusan

pemenuhan:

a. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri
ni.

b. Pencantuman nama Negara Anggota pengekspor pertama pada
kolom 11, tanggal penerbitan dan nomor referensi Form Al yang
diterbitkan oleh negara pengekspor pertama pada kolom 7.

c. Pemberian tanda ( V ) atau ( X ) pada kolom 13 Form Al kotak
“Back-to-Back CO”.

Penelitian Third Country Invoicing

Penelitian penggunaan Third Country Invoicing meliputi keharusan

pemenuhan:

a. Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan
invoice pihak ketiga (Third Country Invoice) pada kolom 7 Form
Al

b. Pencantuman nomor invoice yang dikeluarkan oleh pihak ketiga

(negara yang melakukan transaksi) pada kolom 10 Form Al.

c. Pencantuman nama dan negara pihak ketiga yang akan
menerbitkan invoice pada kolom 7 Form Al dalam hal Invoice
tersebut belum diterbitkan.

d. Pencantuman tanda ( V) atau ( X ) pada kotak *Third Country
Invoicing” pada kolom 13 Form Al.

Retroactive Check

Pelaksanaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Permintaan retroactive check harus melampirkan Form Al terkait
dan harus mencantumkan alasan dan informasi tambahan lain
yang menyebabkan Form Al diragukan, kecuali dalam hal
permintaan retroactive check dilakukan secara random,;

b. Instansi penerbit SKA yang menerima permintaan retroactive
check memberikan jawaban atas permintaan retroactive check
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permintaan
retroactive check;

c. Dalam hal jawaban atas permintaan retroactive check tidak

diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

huruf b, Form Al ditolak.

45
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d. Dalam hal jawaban retroactive check tidak mencukupi untuk
membuktikan kebenaran data yang tercantum dalam Form Al
dan keabsahan Form Al, Form Al ditolak.

e. Pejabat menetapkan ditolak atau diterimanya Form Al dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permintaan retroactive
check dikirimkan dengan mempertimbangan prosedur
penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai
Undang Undang Kepabeanan.

S.  Verification Visit

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Negara anggota pengimpor harus:

1) Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:

(a) Eksportir/produsen yang akan dikunjungi;

(b) Instansi penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor;

(c) Instansi pabean Negara Anggota pengekspor;

(d) Importir barang terkait Form Al yang akan
diverifikasi.

2) Pemberitahuan tertulis pada angka 1) mencantumkan
informasi antara lain:

(a) Nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;

(b) Rencana tanggal verification visit;

(c) Rencana ruang lingkup/tujuan verification visit,
termasuk referensi atas barang yang akan
diverifikasi; dan

(d) Nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan
verification visit.

3) Memperoleh izin tertulis dari eksportir/produsen yang
akan dikunjungi.

b. Dalam hal izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a
angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari setelah  diterimanya  pemberitahuan  permintaan
verification visit, Form Al dinyatakan ditolak.

c. Verification Visit harus dilakukan dalam jangka waktu 60
(enam puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis.

d. Dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi

ketentuan asal barang, Form Al dinyatakan diterima.
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e. Keputusan diterima atau ditolaknya SKA disampaikan kepada
Instansi Penerbit SKA dan produsen/eksportir.

f. Dalam hal atas barang terkait dinyatakan non-originating,
produsen/ eksportir diberikan kesempatan selama 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan keputusan
sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk memberikan
klarifikasi.

g. Dalam hal atas barang masih ditetapkan sebagai non-originating,
penetapan tersebut diberitahukan kembali kepada Instansi
Penerbit SKA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
klarifikasi dari produsen/eksportir.

h. Penetapan diterima atau ditolaknya Form Al dilakukan dalam
jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak izin tertulis
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diterima.

Ketentuan Pengisian PIB Dalam Rangka AIFTA

a. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0.
Untuk tujuan pengenaan tarif preferensi berdasarkan AIFTA,
pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan
tanggal SKA Form Al sebagai berikut:

1) Dalam hal PIB hanya menggunakan skema AIFTA, kode 57,
nomor referensi dan tanggal SKA Form Al dicantumkan
pada kolom 19 dan/atau kolom 32 PIB;

2) Dalam hal PIB menggunakan skema AIFTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 57 dicantumkan pada kolom 32 PIB
sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form Al
dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan
Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

b. Ketentuan Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk
Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) dan dengan
mempertimbangan prosedur penetapan tarif Bea Masuk oleh
Direktur Jenderal. Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat
Penimbunan Berikat (BC 2.5) diatur tersendiri dalam Peraturan
Direktur Jenderal yang mengatur ketentuan mengenai Kawasan

Berikat dan Gudang Berikat.

\a
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KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Kumulasi
Kecuali ditentukan lain, suatu barang originating di wilayah suatu
Negara Anggota, yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain
sebagai bahan baku produk jadi yang dapat dikenakan tarif
preferensi, harus dianggap originating negara di mana proses
pengerjaan produk jadi dilakukan.

2. Proses dan Pengolahan Minimal
a. Suatu barang tidak dapat dianggap originating di satu Negara

Anggota yang melakukan proses di bawah ini, yaitu:

1) Proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi
baik selama pengangkutan dan penyimpanan (seperti
pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin,
ventilasi, penebaran, pendinginan, penggaraman, sulfur
dioksida, dan larutan cair lainnya);

2) Pengerjaan sederhana  seperti penghilangan  debu,
pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian,
pencocokan (termasuk penyusunan set barang), pencucian,
pengecatan, pemotongan);

3) Perubahan pengemas, pembongkaran dan perakitan
kemasan;

4) Pemotongan sederhana, pengirisan dan pengemasan ulang
atau pegemasan dalam botol, termos, tas, kotak,
pemasangan pada kartu atau papan, dan proses
pengemasan sederhana lainnya;

5) Pemasangan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada
produk atau kemasannya;

6) Pencampuran sederhana produk-produk baik yang sejenis
maupun tidak, di mana satau atau lebih komponen
campuran tersebut tidak memenuhi ketentuan untuk
dianggap sebagai barang originating;

7) Perakitan sederhana bagian-bagian dari suatu produk
untuk membentuk produk utuh;

8) Penguraian;

9) Penyembelihan yang berarti menghilangkan nyawa binatang;

10) Pelarutan sederhana dengan air, atau senyawa lainnya tanpa

mengubah karakter barang;
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b. Untuk tekstil dan produk tekstil yang ada dalam daftar Appendix
C dari Perjanjian AIFTA, suatu barang tidak dapat dianggap
originating Negara Anggota hanya karena telah melalui proses
pengolahan sebagai berikut:

1) Proses penggabungan sederhana, pelabelan, setrika,
pembersihan atau dry cleaning, atau proses pengemasan
atau kombinasi di antaranya,;

2) Pemotongan hingga panjang atau lebar tertentu, pengeliman,
penjahitan, dan penggabungan kain yang telah dapat
diidentifikasi peruntukannya untuk penggunaan komersial
tertentu;

3) Merapikan dan/atau menggabungkan dengan menjahit,
tusuk, mengaitkan aksesoris semacam tali, pita, mote,
benang, cincin, dan eyelets;

4) Satu atau lebih proses penyelesaian pada benang, kain atau
bahan tekstil lainnya seperti pemucatan, pelapisan anti air,
dekatisasi, penyusutan, mercerisasi, atau proses semacam itu;

atau

5) Pencelupan atau pencetakan pada kain atau benang.

Perlakuan terhadap pengemas

a. Dalam hal suatu barang menggunakan Kriteria Asal Barang
CTC, keasalan pengemas untuk penjualan eceran yang
diklasifikasikan bersama dengan barang yang dikemasnya, tidak
diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.

b. Dalam hal suatu produk menggunakan Kkriteria asal barang
RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus
diperhitungkan.

c. Pengemas yang hanya  digunakan untuk  keperluan
pengangkutan suatu barang tidak dapat diperhitungkan dalam
menentukan keasalan suatu barang.

Aksesoris, Spare Parts, Peralatan dan Petunjuk/Manual atau

Informasi lainnya

Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan dan petunjuk/instruksi

atau informasi lainnya yang disajikan bersamaan dengan suatu

produk tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu
barang sepanjang aksesoris, spare parts, peralatan dan petunjuk/

manual atau informasi lainnya tersebut:

£4
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a. Sesuai dengan praktek standar di pasaran domestik negara
pengekspor; dan
b. Diklasifikasikan bersamaan dengan produk pada saat penetapan
bea masuk oleh negara pengimpor
Namun demikian, apabila suatu produk menggunakan Kriteria Asal
arang RVC, nilai aksesoris, spare parts, peralatan dan manual
instruksi atau manual informasi lainnya harus diperhitungkan.
Instansi Yang Berwenang Menerbitkan SKA (Form Al) dalam Rangka
AIFTA:
a. Brunei Darussalam
Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT)
b. Cambodia
Ministry of Commerce
c. Lao PDR
Ministry of Industry and Commerce
d. Indonesia
Ministry of Trade
e. Malaysia
Ministry of International Trade and Industry
f. Myanmar .
Ministry of Commerce
g.  Phillipines
Bureau of Customs
h. Singapore
Singa pore Customs
1. Thailand
Bureau of Foreign Trade Services, Ministry of Commerce
] Viet Nam
Ministry of Industry and Trade
k. India

Export Inspection Council of India, Ministry of Commerce and

Industry.

£
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BENTUK DAN FORMAT FORM Al

1. Goods conslgned from (Exporter's business name,
address, country)

I_E'ntnrnnnn Ha,
ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA

PREFERENTIAL TARIFF
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)

2. Goods consigned to (Conslgnee's name, address,

country)

FORM Al

Bawad In
(Gauntry)

Ses Notes Overleaf

3. Means of transport and route (as far as known)

Departure date

Vessel's name/Alrcraft atc.

Port of DIscharge

4. For Officlal Use

[:] Preferentlal Tarlff Treatment Given Under ASEAN-Indla
Free Trade Area Preferentlal Tariff

I_._ Preferential Tariff Treatment Not Glven (Please
state reason/s)

Slignature of Authorised Signatory of the Importing

number of the importing
country)

Couniry
5. Item I 6. Marks and 7. Number and type of 8. Origin criterion 8. Gross 10. Number and
number numbers on packages, description of (see Notes welght or date of
Packages goods (including quantity overleaf) other quantity Involces
where appropriate and HS and value
(FOB)

11. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above
detalls and statement are correct; that all the goods
were produced in

(Country)

and that they comply with the origin requirements
speclified for these goods in the ASEAN-INDIA
Free Trade Area Preferentlal Tarlff for the goods

exported to

(Importing Country)

Place and date, signature of
authorised signatory

12. Certification

It is hereby certified, on the basls of control
carried out, that the declaration by the
axporter Is correct.

Place and date, signature and stamp of
certifying authority

13. Where appropriate please tick:

o Third Cowuniry |nvoleing o Exhibltion

o Back-to-Back CO v Cumulation
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OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff treatment under the ASEAN-INDIA
Free Trade Agreement (AIFTA):
BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA
INDIA LAOS MALAYSIA
MYANMAR PHILIPPINES SINGAPORE
THAILAND VIETNAM
2. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff under the AIFTA, goods sent to any Parties listed above:
(i must fall within a description of goods eligible for concessions in the Party of destination;
(ii) must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 8 of the AIFTA Rules of
Orlgin; and
(i) must comply with the origin criteria in the AIFTA Rules of Origin.
e ORIGIN CRITERIA: Forgoods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in
box 8 ofthis Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:
Circumstances of production or manufacture in the first Insertin Box 8
country named in Box 11 of this form
(a) Goods wholly obtained or produced in the territory of "WQo"
the exporting Party
(b) Goods satisfying Rule 4 (Not Wholly Produced or “RVC []% + CTSH"

Obtained Products) of the AIFTA Rules of Origin

(c) Goods satisfying Rule 6 (Froduct Specific Rules) of the Appropriate qualifying criteria
AIFTA Rules of Origin

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must quallfy
separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or

spare parts are senl.

5. DESCRIPTION OF GOODS: The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods
(o be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall
also be specified.

6. HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The Harmonized System number shall be that of the importing
Party.

7. EXPORTER: The term "Exporter” in Box 11 may include the manufacturer or the producer.

8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate (¥) in the relevant

boxes in column 4 whether or not preferential tariff is accorded.

9. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, “Third Country
Invoicing” in Box 13 should be ticked (V) and such information as name and country of the company

issuing the invoice shall be Indicated in Box 7.

10. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in
another country and sold during or after the exhibition for importation Into the territory of a Party, in
accordance wlth Article 21 of the Operational Certification Procedures, “Exhibitions” in Box 13 should be
ticked (¥) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.

11. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Article
11 of the Operational Certification Procedures, "Back-to-Back CO* in Box13 should be ticked (V). The
name of original exporling Parly to be indicated in Box 11 and the date of the issuance of CO and the
reference number will be indicated in Box 7.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bira Umum

b REPU
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205/PMK.04/2015
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN

INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM SKEMA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
(AANZFTA)

A. KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria Asal Barang dalam rangka AANZFTA meliputi:
1.  Wholly Obtained or Produced.

Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Wholly Produced adalah sebagai berikut:

a. Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan,
bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman
hidup, yang tumbuh, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di
Negara Anggota;

b. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;

c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup di Negara Anggota;

d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, peternakan,
budidaya air, pengumpulan atau penangkapan di Negara
Anggota;

e. Mineral dan produk alam lainnya, yang diekstraksi atau
diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya di
Negara Anggota;

f. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang
diambil dari laut bebas, sesuai hukum internasional,
menggunakan kapal yang terdaftar atau tercatat di Negara
Anggota dan berbendera negara tersebut;

g.  Produk yang diproduksi di kapal pengolahan hasil laut (factory
ship) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara

“Anggota, berasal dari barang-barang sebagaimana tersebut

pada huruf f;

£5
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h. Barang-barang yang diambil oleh Negara Anggota, atau
seseorang dari Negara Anggota, dari dasar laut atau di bawahnya
di luar Zona Ekonomi Ekslusif dan berbatasan dengan landas
kontinen Negara tesebut, di luar wilayah dari pihak ketiga yang

memiliki kewenangan untuk mengeksploitasi berdasarkan

hukum internasional;
1. Barang-barang yang merupakan:

1) Limbah atau sisa-sisa produksi dan konsumsi di Negara
Anggota yang hanya bisa untuk dijadikan bahan baku; atau
2) Barang bekas pakai yang dikumpulkan di Negara Anggota
yang hanya dapat untuk dijadikan bahan baku; dan
] Barang-barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara
Anggota, hanya berasal dari bahan baku sebagaimana huruf a
s.d. i, atau turunannya.
2. Not Wholly Produced atau Not Wholly Obtained
2.1 Regional Value Content (RVC)

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal
barang dalam rangka AANZFTA adalah kandungan nilai regional
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB barang yang
dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

a. Rumus Langsung (Direct Formula)

Biaya Biaya Tenaga . Biaya Biaya

Bahan AANZFTA + Keria  © Overhead ' Keuntungan g
x  100%

FOB

Atau:

b. Rumus Tidak Langsung (Indirect/Build-Down Formula)

FOB . Nilai Bahan Non-Originating
= x  100%

FOB

Dimana:
1) Biaya bahan adalah nilai bahan baku, bagian atau produk

berasal dari suatu Negara Anggota, yang digunakan dalam

proses produksi barang oleh produsen;
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2) Biaya Tenaga Kerja meliputi upah, remunerasi dan biaya
kesejahteraan karyawan lainnya,

3) Biaya Overhead adalah total tambahan pengeluaran untuk
proses produksi;

4) Biaya-Biaya Lain adalah biaya yang timbul pada saat
pemuatan barang di kapal atau alat transportasi lainnya
untuk tujuan ekspor namun tidak terbatas pada, biaya
transportasi domestik, penyimpanan dan pergudangan,
penanganan pelabuhan, biaya broker dan biaya layanan;

5) FOB adalah nilai free-on-board barang; dan

6) Nilai dari Bahan Non Originating adalah nilai CIF pada saat
importasi atau harga terawal yang dibayarkan (earliest
ascertain price paid) untuk seluruh bahan baku, bagian, atau
produk non-originating yang dibeli oleh produsen untuk
produksi barang. Bahan non-originating termasuk bahan yang
asalnya tidak diketahui, namun tidak termasuk bahan yang
berproduksi dengan sendirinya (self produced).

2.2 Change in Tariff Classification (CTC)

Perubahan klasifikasi barang yang digunakan sebagai kriteria asal

barang adalah perubahan pada tingkat 4 (empat) digit dan disebut

Change in Tariff Heading (CTH).

2.3 Product Specific Rules (PSR)
Barang dianggap originating apabila memenuhi kriteria asal barang
yang tercantum dalam daftar PSR AANZFTA.
3.  Produced Exclusively (PE)
Barang yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang

seluruhnya berasal dari bahan originating satu atau lebih Negara

Anggota.

KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di

negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan

dengan dokumen sebagai berikut:

1.  Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang
diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan
rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit

atau transhipment, sampai ke daerah pabean;

£
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2. Form AANZ yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara
pengekspor; dan
Invoice dari barang yang bersangkutan;
Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan

ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.

C. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan
Asal
Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA meliputi:
a. Ukuran kertas ISO A4 warna putih.
b. Penandatanganan SKA oleh pemohon/eksportir.

Penandatanganan SKA dan stempel oleh instansi penerbit.

o

Penerbitan SKA sebelum tanggal ekportasi atau sampai

.

dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi
atau Tanggal Pengapalan.

e. Pemberian tanda (V) atau ( X ) pada kolom 13 kotak “Issued
Retroactively” dalam hal Form AANZ diterbitkan lebih dari 3
(tiga) hari kerja setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal
Pengapalan.

f. Perbaikan atas kesalahan pengisian.

2. Penelitian SKA Back to Back
Penelitian Form AANZ Back-to-Back yang diterbitkan oleh instansi

yang berwenang di negara anggota pengekspor kedua meliputi:

a. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7
Peraturan Menteri ini;

b. Pencantuman Nilai FOB barang di negara pengekspor kedua
pada Kolom 9 Form AANZ “Back-to-Back”'; dan

c. Pemberian tanda ( V) atau ( X ) pada kolom 13 Form AANZ
kotak “Back-to-Back CO”.

3. Penelitian Third-Party Invoice

Penelitian penggunaan Third-Party Invoice meliputi:

a. Pencantuman nama perusahaan yang menerbitkan invoice
pihak ketiga (Third-Party Invoice) pada Form AANZ.

b. Pencantuman nomor invoice yang dikeluarkan oleh eksportir
atau manufacturer/produsen dan invoice trader/pihak ketiga

(jika diketahui) pada kolom 10 Form AANZ.

4 5
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c. Pencantuman tanda ( V) atau ( X ) pada kotak ”Third Country
Invoicing” pada kolom 13 Form AANZ.

Retroactive Check

Pelaksanaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Terdapat alasan yang cukup untuk meragukan keaslian
dan/atau kebenaran informasi SKA atau dokumen lain yang
menunjukkan bukti keasalan barang.

b. Permintaan retroactive check harus melampirkan copy SKA
(Form AANZ) terkait dan menyatakan alasan serta permintaan
informasi tambahan lain yang menyebabkan SKA diragukan.

c. Instansi penerbit yang menerima permintaan retroactive check
harus segera memberikan jawaban atas permintaan tersebut
dengan disertai data dan informasi yang diminta dalam jangka
waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal
permintaan retroactive check.

d. Dalam hal jawaban retroactive check yang diterima tidak
mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal
Barang atau keabsahan Form AANZ, Form AANZ ditolak
sehingga Tarif Preferensi tidak diberikan.

e. Pejabat menetapkan ditolak atau diterimanya Form AANZ
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya
informasi yang diperlukan secara lengkap, dengan
mempertimbangan prosedur penetapan tarif Bea Masuk oleh
Direktur Jenderal sesuai Undang Undang Kepabeanan.

Verification Visit

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Mengirimkan permintaan tertulis untuk melakukan
Verification Visit sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal Verification Visit yang direncanakan.

b. Permintaan tertulis pada huruf a dikirimkan kepada instansi
penerbit SKA di negara anggota pengekspor. Dalam hal
instansi penerbit SKA bukan intansi Pemerintah, permintaan
tersebut diberitahukan kepada instansi Kepabeanan negara
anggota pengekspor.

c. Permintaan tertulis pada huruf a mencantumkan informasi
sekurang-kurangnya berupa:

(1) Nama instansi pabean yang membuat pemberitahuan;

Is
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(2) Nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;

(3) Tanggal permintaan tertulis tersebut dibuat;

(4) Rencana tanggal dan tempat dilakukannya verification
visit;

(5) Rencana ruang lingkup verification visit, termasuk
referensi atas barang yang diverifikasi; dan

(6) Nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan verification
visit.

d. Dalam hal persetujuan tertulis untuk melakukan verification
visit tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal permintaan untuk melakukan verification visit,
Tarif Preferensi ditolak/tidak dapat diberikan.

e. Penetapan diterima atau ditolaknya Form AANZ dilakukan
dalam jangka waktu maksimal 150 (seratus lima puluh) hari
sejak tanggal permintaan tertulis verification visit sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

Ketentuan Pengisian PIB dalam Rangka AANZFTA

Untuk tujuan pengenaan tarif preferensi berdasarkan AANZFTA,

pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan

tanggal Form AANZ sebagai berikut:

a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema AANZFTA, nomor
referensi dan tanggal Form AANZ dicantumkan pada kolom 19
dan kode 58 dicantumkan pada kolom 32 PIB;

b. Dalam hal PIB menggunakan skema AANZFTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 58 dicantumkan pada kolom 32 PIB
sedangkan nomor referensi dan tanggal Form AANZ
dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan
Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor PIB.

Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di

Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) dan/atau Pemberitahuan

Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) diatur

tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur

tentang Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.

13
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D. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1.

Kumulasi

Barang originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai

bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang

memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif

Preferensi, harus dianggap sebagai barang originating negara tempat

di mana proses produksi barang jadi dilakukan.

Proses Minimal

Proses atau pengerjaan; berikut ini dianggap sebagai minimal dan

tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang

originating Negara Anggota. Proses Minimal tersebut adalah proses
yang bertujuan untuk:

a. Proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi
baik selama pengangkutan dan penyimpanan,;

b. Mempermudah pengapalan atau pengangkutan;

c. Pengemasan (kecuali pengemasan sejenis enkapsulasi pada
industri kabel) atau penyajian barang untuk pengangkutan atau
penjualan;

d. Proses sederhana terdiri dari, pemilahan, pengklasifikasian,
pencucian, pemotongan, pengirisan, pembengkokan, pengaitan
(coiling), dan pencopotan (uncoiling), dan proses sejenis lainnya;

e. Penempelan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada
produk atau kemasannya;

f. Pelarutan sederhana dalam air atau senyawa lainnya yang
secara material tidak mengubah karakter barang.

De Minimis

a. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang
CTC, nilai bahan baku non originating yang tidak wajib
mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah:

1. Untuk barang selain dari Bab 50 - Bab 63 Harmonized
System, bahan baku non-originating yang nilainya tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya.

ii.  Untuk barang dari Bab 50 — Bab 63 Harmonized System,
bahan baku non-originating yang nilainya tidak melebihi
10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya atau yang
beratnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) berat barang

jadinya.

#
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b. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang
RVC maka nilai bahan baku non-originating sebagaimana
dimaksud pada angka 1) harus tetap diperhitungkan.

4. Aksesoris, Spare Part, dan Peralatan

a. Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesoris, spare
part, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya
yang disajikan bersama barang harus dianggap sebagai bagian
dari barang tersebut dan tidak dapat diperhitungkan dalam
menentukan apakah semua bahan baku non-originating yang
digunakan dalam proses produksi telah mengalami perubahan
klasifikasi pos tarif sebagaimana dipersyaratkan, dalam hal:

1) Aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual atau
informasi lainnya yang disajikan bersama barang tidak
dalam invoice yang terpisah dengan barangnya; dan

2) Jumlah dan nilai dari aksesoris, spare part, peralatan dan
petunjuk/manual atau informasi lainnya merupakan
sesuatu yang umum disajikan dengan barangnya.

b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria origin RVC, nilai
aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual atau
informasi lainnya yang disajikan bersama barang harus turut
diperhitungkan sebagai originating maupun non-originating
dalam perhitungan RVC.

c. Ketentuan huruf a dan huruf b tidak berlaku dalam hal
aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual atau
informasi lainnya yang disajikan bersama barang sengaja
disertakan dengan tujuan meningkatkan nilai RVC, yang dapat
dibuktikan oleh Negara Anggota pengimpor.

5. Perlakuan Terhadap Pengemas

a. Pengemas untuk keperluan pengangkutan dan pengapalan
suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan
suatu barang,

b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan
dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan
dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang

yang digunakan adalah CTC
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E. BENTUK DAN FORMAT FORM AANZ

1. Goods Consigned from (Exporter’s name, address and Ceortificate No. Form AANZ

country)

AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN —
AUSTRALIA — NEW ZEALAND FREE TRADE
AREA (AANZFTA)

2. Goods Consigned to (lmporter's/ Consignee’s name, CERTIFICATE OF ORIGIN

address, country) (Combined Declaration and Certificate)

(= E1VT=1e K %) o000 080060 000 6aa00a00060000000
(Country)

(see Overlaaf Notes)

3. Means of transport and route (if known) 4. For Official Use

Shipment Date: [ Preferentiat Treatment Glven Under AANZFTA

Vessel's name/Aircraft etc.:
0O Preferential Treatment Not Given (Please state

Port of Discharge: reason/s)

Signature of Authorised Signatory of the lmportih'g"c-:év;h-try

5.Item | 8. Marks and | 7. Number and kind of packages; 8. Origin 9. Quantity (Gross welght or 10. Involce
number| numbers on | description of goods including HS Conferring other measurament), and number(s)
packages Code (6 digits) and brand name (if Criterion (see value (FOB) (see Overleaf and date of
applicable) Overleaf Notes) involce(s)
Notas)
11. Declaration by the exporter 12. Certification

The undersigned hereby declares that the above details | On the basis of control carried cut, it Is hereby certifled that the

and statements aro correct; that all the goods were | information hereln Is correct and that the goods described comply

produced In with the origin requirements speclified In the Agreement Establishing
the ASEAN-Austraila-New Zealand Free Trade Area.

.....(.éaj.r.].l;;)......
and that they comply with the rules of origin, as provided In
Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN-
Australia-New Zealand Free Trade Area for the goods
exported to

T Place and date, name, signature and | """Place and date, signature and stamp of Authorised
company of authorised algnatory lamuilng Avthoriby! Beody

13, [ Back-to-back Cortlficate of Origin O Subject of third-party Involce O issued retroactively
O De Minimis [ Accumulation

by
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OVERLEAF NOTES
Countrias which accept this form for the purposse of prefarential treatment under the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-

New Zealand Fres Trade Area (lhe Agreement);
Australia Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia

Myanmar New Zealand Philippines Singapore Thailand Viet Nam
(herelnailer individualtly referred to as a Party)

2. CONDITIONS: To be eligible for the preferential treatment under the AANZFTA, goods must:

a. Fall within a description of products eliglble for concesslons in the importing Party;
b. Comply with all relevant provislons of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreemaeant.

EXPORTER AND CONSIGNEE: Detalls of the exporter of the goods (including name, address and country) and conslgnee (name
and address) must be provided In Box 1 and Box 2, respectively.
DESCRIPTION OF GOODS: The description of each good in Box 7 must Include the Harmonized Commaodity Description and

Coding System (HS) subheading at the 6-digit level of the exported product, and If applicable, product name and brand name. This
Information should be sufficiently detailed to enable the products to be Identified by the customs officer examining them.

ORIGIN CRITERIA: For the goods that meet the orlgin criterla, the exporter should Indicata In Box 8 of this Form, the origin criterla
met, In the manner shown In the following table:

&)

Circumstances of production or manufacture in the cour-w.lry narne.d l_n Box :11 of th.l; f;.rm: Insertin Box 8

(a) Goods wholly praduced or obtained satlsfying Article 2.1 (a) of the Agreement wo

(b) Goods produced enlirely satisfying Article 2.1(c) of the Agreemenl PE

() Not wholly produced or obtained In a Party, provided that the goods satisfy Article 4.1(a) of the RVC
Agreement

(d) Not wholly producsd or oblained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4.1 (b) of the CTH
Agreement

(a) Not whally produced or obtained in a Party, provided that Ihe goods satisfy Article 4.2, l.e., If the
good is spacified in Annex 2, all the product speclfic requirements listed have been met:
- Change in Tariff Classification PSR(CTC)
- Regional Value Content PSR(RVC)
- Otnher, Including a Specific Manufacturing or Processing Operation or a CTC or RVC PSR(Other)

requirement comhined with an additional requirement

6. EACH GOOD CLAINMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT MUST QUALIFY IN ITS OWN RIGHT: It should be noted that
all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when simllar articles of

different sizes or spare parts are exported.

7. FOB VALUE:
* An exportor from an ASEAN Member State must provide in Box 9 the FOB value of the goods
= An exporter from Australia or New Zealand can complete either Box 8 or provide a separale "Exporter Declaration” stating the

FOB value of the goods.

8. INVOICES: Indicate the Invoice number and date for each item. The invoice should be the one Issued for the importation of the
good into the importing Party.

9. SUBJECT OF THIRD PARTY INVOICE: In case where Involces are Issued by a third country, In accordance with Rule 22 of the
Operatlonal Certification Procedures, the “SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE" box in Box 13 should be ticked (¥). The
number of invoices issued by the manufacturers or the exporters and the number of invoice issued by the trader (if known) for the

importation of goods into the Importing Party should be Indicated In Box 10.

10. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In the case of a back-to-back cerlificate of origin issued in accordance with
paragraph 3 of Rule 10 af the Operalional Certification Procedures, the back-to-back certificate of origin in Box 13 should be ticked
.

11. CERTIFIED TRUE COPY: In case of a cuerlifiled true copy, the words "CERTIFIED TRUE COPY” should be written or stamped on
Box 12 of the Certificate with the dale of issuance of the copy In accordance with Rule 11 of the Operational Certiflcation
Procedures.

12. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the Imporling Party must Indicate (v') In the relevant boxes in Box 4 whether or
not preferantial tariff treatment is accorded.

13 BOX 13: The itams in Box 13 should be ticked (v), as appropriate, In thase cases where such Items are relevant to the goods

covered by the Certificate.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Wbl
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001
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LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205/PMK.04/2015

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF -
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN

INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM RANGKA INDONESIA PAKISTAN PREFERENTIAL TRADE
AGREEMENT (IPPTA)

A. KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria Asal Barang dalam rangka IPPTA meliputi:
1.  Wholly Obtained atau Wholly Produced

Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Wholly Produced adalah sebagai berikut:

a. Tanaman atau produk tanaman yang dipanen, dipetik atau
dikumpulkan di Negara Anggota;

b. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;

c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana
dimaksud dalam huruf b di atas;

d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian,
peternakan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan
yang dilakukan di Negara Anggota;

e. Mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf
d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau
di bawahnya di Negara Anggota,;

f. Produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawah
dasar laut di luar wilayah perairan Negara Anggota, dengan
ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk
mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut
sesuai dengan hukum internasional;

g. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari
laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau

memiliki hak untuk menggunakan bendera Negara Anggota

tersebut;
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h. Produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota
ataumemiliki hak untuk menggunakan bendera Negara
Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud dalam
huruf g di atas;

1. Barang yang dikumpulkan, yang tidak dapat lagi berfungsi
sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada
fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok
untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau
untuk tujuan daur ulang;

i Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota
pengeksporannya dari produk sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai hurufi di atas.

Not Wholly Produced or Obtained

Kriteria asal barang dalam rangka IPPTA selain Wholly Obtained

atau Wholly Produced adalah sebagai berikut:

a. Total nilai bahan, bagian atau barang non-originating tidak
melebihi 60% (enam puluh persen) dari nilai FOB barang yang
diproduksi atau dihasilkan, sepanjang proses terakhir dari
pengolahan barang tersebut dilakukan di negara anggota
pengekspor.

Untuk penghitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai Bahan Baku Nilai Bahan Baku Yang Asalnya

Non-IPPTA ¥ Tidak Dapat Ditentukan
x 100% < 60%

Nilai FOB

Nilai bahan baku Non-IPPTA dan nilai bahan baku yang asalnya

tidak dapat ditentukan, adalah:

1) Nilai CIF pada saat importasi barang atau pembuktian
importasi; atau

2) Harga pasti yang pertama dibayarkan untuk semua bahan
yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara

Anggota dimana pengerjaan atau proses berlangsung.

b.  Product Specific Criteria
Barang dianggap originating apabila memenuhi kriteria asal

barang yang tercantum dalam daftar PSR IPPTA.
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KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di satu atau
lebih negara bukan anggota harus dilengkapi Form IP yang diterbitkan
oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor dan dokumen

pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b

Peraturan Menteri ini.

KETENTUAN PROSEDURAL
1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Form IP

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA meliputi:

a. Ukuran kertas ISO A4 warna putih.

b. Penandatanganan Form IP oleh pemohon/eksportir.

c. Penandatanganan Form IP dan stempel oleh instansi penerbit.

d. Penerbitan Form IP sebelum tanggal ekportasi atau sampai
dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi
atau Tanggal Pengapalan. |

e. Pemberian tanda “ISSUED RETROSPECTIVELY” pada kolom 11
Form IP dalam hal Form IP diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari
setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.

f. Perbaikan atas kesalahan pengisian sesuai ketentuan dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri ini.

2.  Retroactive Check

Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Permintaan retroactive check harus melampirkan fotokopi Form
IP terkait dan mencantumkan alasan dan informasi tambahan
lain yang menyebabkan Form IP diragukan, kecuali dalam hal
permintaan retroactive check dilakukan secara random;

b. Instansi penerbit yang menerima permintaan retroactive check
memberikan jawaban atas permintaan retroactive check dalam
jangka waktu tidak melebihi 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permintaan retroactive check; |

c. Dalam hal jawaban retroactive check yang diterima tidak
mencukupi untuk membuktikan kebenaran data yang
tercantum dalam SKA dan keabsahan SKA, SKA ditolak sehingga
tarif preferensi tidak diberikan dengan mempertimbangan

prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal

sesuai Undang Undang Kepabeanan.
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3. Verification Visit
Dalam IPPTA tidak diberlakukan mekanisme Verification Visit.

4. Ketentuan Pengisian PIB dalam Rangka IPPTA
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi berdasarkan IPPTA, pada
PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal Form
IP sebagai berikut:

a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema IPPTA, nomor
referensi dan tanggal Form IP dicantumkan pada kolom 19 dan
kode 59 dicantumkan pada kolom 32 PIB;

b. Dalam hal PIB menggunakan skema IPPTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 59 dicantumkan pada kolom 32 PIB
sedangkan nomor referensi- dan tanggal Form IP dicantumkan
pada Lembar Lampiran Dokumen Dan  Pemenuhan
Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

5. Ketentuan Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk
Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) dan
Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC
2.5) dalam Rangka IPPTA diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur

Jenderal yang mengatur ketentuan mengenai Kawasan Berikat dan

Gudang Berikat.

D. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1.  Kumulatif Ketentuan Asal Barang
Barang originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai
bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang
memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif
Preferensi, harus dianggap sebagai barang originating negara tempat
di mana proses produksi barang jadi dilakukan, sepanjang
kandungan Indonesia-Pakistan PTA pada produk jadi tidak kurang
dari 40% (empat puluh persen).

2. Proses dan Pengerjaan Minimal
Proses atau pengerjaan, di bawah ini, tidak diperhitungkan dalam
penentuan keasalan barang yaitu:
a. Pengawetan produk untuk menjaganya dalam kondisi baik

untuk keperluan pengangkutan atau penyimpanan;

b. Perubahan kemasan, atau penguraian dan perakitan kemasan;
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c. Pembersihan sederhana, termasuk penghilangan oksida,
minyak, cat, atau lapisan lainnya;

d. Pengecatan dan pemolesan sederhana;

e. Kalibrasi dan tes sederhana,;

f. Pengupasan, pemutihan parsial maupﬁn total, pemolesan dan
pengglasiran serealia dan beras;

g Pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak,
pemasanan pada kartu atau papan dan proses pengemasan
sederhana lainnya;

h. Pencetakan atau pemasangan tanda, label, logo dan tanda
pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;

1. Pencampuran produk secara sederhana, baik yang sejenis
maupun tidak;

J- Perakitan sederhana bagian dari produk untuk membentuk
suatu produk jadi.

Perlakuan terhadap pengemas

a. Apabila suatu produk menggunakan kriteria asal barang RVC,
nilai pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan
dalam menentukan keasalan barang, dalam hal kemasan
tersebut dianggap membentuk keseluruhan produk.

b. Dalam hal huruf a tidak diterapkan, kemasan dan bahan
pengemas tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan
barang.

c. Pengemas yang hanya  digunakan untuk  keperluan
pengangkutan tidak diperhitungkan dalam menentukan
keasalan suatu barang.

Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan

Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan dan petunjuk/manual

atau informasi lainnya yang disajikan bersama dengan barang

utamanya tidak diperhitungkan dalam rmenentukan keasalan suatu
barang, sepanjang aksesoris, spare parts, peralatan dan manual

instruksi tersebut diklasifikasikan dengan barang utamanya di

negara pengimpor.
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E. BENTUK DAN FORMAT FORM IP

' 1. Exparter's Name and Address

CERTIFICATE NO.
IM PO R I a4
2. Consignee's Name and Address PREFERENT) TR L4 EMT (!
IF] T L]
(Camblined Doclaration and Certiflcata)
Ecrm IF
3. Producer's Name and Address
Issued in
(Caunltryj

Saen Overleaf Molas

4. Means of transport and route (as far asg | 6. For Official Use Only

Known)
1 Preferential Treatment Given Under IPPTA

]

Departure Date
Preferential Treatment Not Given Under IPPTA

(Pleaseo state reason/s)

Vessel /Flight No.

Port of loading

Port of discharge paa—
uthodrad Slonators of the Imocortino |
and numbers on | 8. Origin Criterion | 9.Gross Weight, | 10. Number
Quantity and FOB |and date of
involces

6.1tem number | 7. Marks
packages; Number and kind
of packages; description of
goods; HS <code of the

Jdmporing couniry _

value

11. Remarks

12.Declaration by the exporer 13. Certificalion
it js hereby certified, on the basis of control carried oul, thal the

The undersigned hereby declares (hat the above
detalls and sialemenl are cosrect; Lhal all the declaration by the experter is correcl.

goods were produced in

(Counlry'iu .

snd that they comply with the orfigin requiremenils
speclfiad.

these goods in the Rules of Origin under |[ndonesta-
Paklstan PTA for the goods exported (o

AV e uleteerrisaenrolosavarb et s e edns e g s Y e A aesbauaras

e B ; (Importing country ) Place ang date. signature and stamp-6f Authorized Issulng
Authority/Body

Prace and dale, name, signature and company
ol authorized signatory J
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OVERLEAF NOTES

Box |.
Box 2:
Box 3:

Box 4:

Box 5: -

Box 6:
Box7:

Box 8:

Box %

Box 10:
Box (1:

Box 12:
Box 13:

Siate the full legal name, address (including country) of the exporter.

Stnte the full legal name, address (including country) of (he consigncee.

Srate the full legal name, address (including couniry) of the producer. Il more than one producer’s good is
included in the certificate, list the additional producers, including name, address (including country). If the
exporler or the producer wishes the information (o be confidential, it is Acceptable to stale “Available 10
Customs upon request”, 1fthe producer and the exporier are the same, complete field with *SAME",
Complete the means of iransport and route and specify the dcparlure date, transport vehicle No,
loading and discharge,

The Customs Authority of the importing Party must indicate in the relevant boxes whether or not pr el'eremml
lreatment is accorded.

State the ilem number
Provide a full deseription of each good. The description should be sufficiently deiailed o ¢nable the products

1o be identificd by the Custorns Officers examining them and relate it to the invoice description and 10 the
HS description of the good. Shipping Marks and numbers on Lhe packages, number and kind of package shall
also be specified. For each good, identify the corscet HS tarifT classification, using the HS tarilT classification
of the country into whose territory the goods are imported.

For exports from one Pany (o the other Pany (e be eligible for prct‘crcnllal treatment, the requirement is that:
The products wholly obtained in the exporling Party as defined in Rule 3 ofthe Rules of Origin;

Subject to sub-paragraph (i) abave, for the purpose of implementing the provisions of Rule 4 of the
Rules of Origin, products worked on and processed as a result of which the total value of 60%
originating from non- party or of undelermined origin used docs not exceed 60 % of the FOB value of
the product produced or obtained and the final process of the manuflacture is performed within territory
of the exporting Party;

Products which comply with arigin requirements provided for in Rule 5 of the Rules of Origin and
which are used in a Party as inputs lor a finished product eligible for preferential treatment shall be
considered as a product originating in the Party where working or processing of the finished product has
taken place provided [hal the aggregale PTA content of the final product is not less than 40%: or
Products that satisfy the Product Specilic Rules provided for in Attaclhument B of the Rules of Origin
shall be considered as goods to which suflicient transformation has been carried out in a Party.

Il the goods qualily under the above criteria, the exporter must indicate in Field 8 of this form the origin
crileria on the basis ol which he claims that his goods qualify for preferential treaunent, in the manner

port of

iii.

w.

showan in the lollowing 1able; . o o
‘Citcumstances n!‘pmdutfrior. G rntilacture. i ihe fvst cocmrry TS T e

_m Field 12 of this form Insert _n:_F:eld 8 o

8] Products wiially obiained or brodudcd he e country of upnrlnlmn W '
(sve purapraph B (i) above) e :

{bj Producis worked upon bul not wholly produced in the "'W':”I""E..Pcrccmn N
ge of smgle country
Party which were produced in conformity with the provisions °fcon(cnl cxampIc 40%

paragraph # (ii} above
(¢) Products worked upon Bal not whally produced in the cxponmg'Pcrccnnoc of Indonesia-Pakistan
Party which were produced in conformity with the provisions ut‘PTA cumulative contenl, example
paragraph 8 (lu) abovc . w08 ) ,

1

(d) Produets comply with the Product Specific Rules I"PSR'
- "" - P -a’
Gross weight in KTios should be showh Tert- Othier unlts of measurément e g- volume or number of items
which would indicate exacl quantities may be used when customary; the FOB value shall be the invoiced
value declared by exporter to the issuing authority.
Invoice number and date of invoices should be shawn here.
Issued retrospectively, Customer's Order Number, Letter of Credit Number, etc. may be included. if

required.
The field must be completed, signed and dated by the exporter. Insecl the place and date ol signature.

The lMeld must be completed, signed, daled and siamped by the authorized person of the certifying authority

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T-U. Kementerian
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